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TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi
sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional,
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan
Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari
negara;

bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara
dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan
perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, sehingga
dibutuhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara
yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam
membangun daya saing nasional serta memberikan
kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan
dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi scbagai pilar utama pengembangan ekonomi
nasional;

bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha
Milik Negara perlu dilakukan pemisahan antara fungsi
pengaturan, pengawasan, dan operasional;

d. bahwa . . .
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Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Megara sebagaimana telah bebarapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kega memadi Undang-Undang, perhy dilakukan
penyesuaian materi muatan terhadup perkembangan
penvelenggataan Badan Usaha Milik Negara yang efektif
dan berdava szaing serta memenuhi kebutuhan holum
dan partisipasi masyarakat, sehingga perlu diubah,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimana
dimaksud dalam horal a2 sampai dengan hunal 4, perla
membentuk Undang-Undang lentang Perubahan Ketipa
atas Undang-Undang Nomor 1% Tahun 2003 tencang
Badan Usaha Milik Nepara;

Pasal 200, Pasal 21, dan Pazal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indanesia Tabun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Ralyat Republik
Indenesia Nomor XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekconomi
Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Uzaha Mibk MNegara {Lembaran Negara Repuhlik ITndoresia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297) sebapaimana telah
beberapa Kali divbah terakhir dengan Undang-Undang
Momor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemenntah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 6856|;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RARKYAT REPUBLIK [NDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSEAN: . . .
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MEMUTUSKAMN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNBPANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pazal 1

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20032 tentang Baden
Llzaha Milik Megara (Lembaran Negara Bepublike Indonesia
Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4297} vang telah beberapa kali diubah
dengan Undang-Undang:

a.

Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kertja {(Letmbatan
Megara Republik Indonesia Tahuan 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran HNegara Repubhk Indoncsia
Nomor 5373); dan

Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintabh  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kenja menjad Undang-Undang
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonezia Nomor 6B56),

diubat sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1| dibah sehingga berbunyil schagad
benkut:

Pazal 1
Dalam Undang-Undang im yang dimalisud detygan:

I. Badan Usaha Mihk HNegara yang sclanjutnya
disingkat BUMN adalah badan usaha yang
memenuhi minimal galah satu ketentuan berikout:

a. seluruh atan sebagian besar medalnya dimiliki
glety Megara  Republik Indonesia melalud
peoyeriaan langsung; atan

b. terdapat hak istimewa yang dimililki Negara
Republik Indonesia.

2, Anak . ..
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Anak Usaha BUMN adalah anak perusahiaan BUMN
dan turunannya yang didinkan oleh BUMN dalam
rangka memenuhi kepentingan usaha BUMMN,

Perusahaan Pergeroan vyang selanjutnya disebut
Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroat
terbatas  yang  tyuan utamanyva  mempetoleh
keuntungan.

Perusahaan Persercan Terbuka wyang selanjutnya
dizebut Persern Terbuka adalah Persero vang modal
dan jumlah pemegang sahamnya mememah kriteria
tertentu atau Persero vang melakuksn penawaran
umum sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ferusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum
adalah BUMN yvang seluruh modalnys chmibki Negara
Republik Indunesia dan Udak terbagn atas sabam,
yang tuyuan utamanya untuk menyesdiakan dan
menjaumnin ketersediaan barang danfatau jasa bag
kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat
hrdup orang banyak atau untuk Kebulaban strategis
berdasarkan pnnsip pengelalaan perusabaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN  adalah rencana
keuangan tahunan pemermtahan negara yang
disetyjui oleh Dewan Perwakilan Ralyat Republik
Indonesia.

Dewan Komizans adalah organ Persero yang berlugas
melakukan pengawasan sebagaimana dumaksud
dalam undang-undang mengenal persercan terbatas.

Dewan Pepgawas adalah organ Perum vang bertugas
melakukan pengawasan secara umumm  dan/atau
khusus sesual dengan anggaran dasar serta memberl
nasihat kepada Direksi.

Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan
bertangaing jawab penubh atas pengurusan BUMN
untuk kepentingan BUMN, sesum dengan maksad
dan tuyuan BUMN, baik di dalam maupun di luar
penigadilan sesual dengan ketentuan angparan dasar,

10 Aset . ..
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Azet BUMN adalah sepala bentuk barang atau bentuk
kekavaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai
dengan uang dan menuliki nilai tukar danfatau nilai
ekanomi.

Restruktunsas: adalah perbuatan hukum  yang
dilakukan dalam rangka penomgkatan kinerja,
penambahan nilai, penyehatan, atau petivelarnatan
perusahaan.

Pengpablingan adalah  perbuwalan  hukum  yang
dilakukan oclech 1 [satu] BUMN atau lebih untuk
menggabungkan diri dengan BUMN lain vang telah
ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari
BUMN vang menggabungkan diri beralih kareng
hukurn kepada BUMN yang tienerima pengpabunegan
dan selanjutnya status badan hukum BUMN vang
menpgeabungkan din berakhir karena hukuam.

Peleburan adalah perbuatan hukum vang dilakukan
cleh 2 [dua] BUMN atau lebih untuk meleburkan diri
dengan cara mendimkan 1 (satu} BUMN baru yang
karena hukum memperelch aktiva dan pasiva dan
BUMN yang melcburkan din dan status badan
hukum BUMN vang meleburkan diri berakhir karena
huloam.

Penpambilalihan  adalah perbuatan hukum yvang
dilakukan olch BUMHN dalamn ranghka mengarnbil alih
saham BUMN dan/atan perseroan terbatas lain vang
mengakibatkan beralihnya pengendalian BUMN atauy
perserpan terbatas lain tersebut.

Pemisabhan adalah perbuatan hukum yvang dilakukan
olch BUMN untuk memisabkan wusaha yang
mcngakibatkan seluruh aktiva dan pasiva BUMN
beralih karena hulem kepada 2 (doua) BUMN atau
lebih atay sebagian aktiva dan pasiva BUMN beralih
karena hukum kepada 1 {satu) BUMN atau lcbh,

Privatisast adalah penjualan saham nulik Negara
Republik Indonesia pada Persero, baik sebagian
maupun seluruhnya, kepada pihak lain.

17. Rapat . _ .
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Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
disingkat REUPFS adalah orean Persecroan  yanog
mempunyal wewenang yang tidak diberikan kepada
Direlist atew Dewan Kommans dalam batas yang
ditentukan sebapaimana dimaksuad dalam undang-
undang mengenal perséroan erbatas.

Hari adalah han kerja.

Pemerintah  Pusat  adalah Presiden  Republik
Indonesia yang memegang kekvasaan pemerintahan
Megara Republik Indanesia yang dibantu oleh Wakil
Fresiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Mepara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Eakyat Ropublik [ndonesia yang
selanjutnya disingkat DPFE Rl adalah Dewan
Perwakilan Ralkyat Hepublik Indonssa sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Uadang Dasar Negara
Republik [ndonesia Tahun 15345

Menteri adalah menteri vang menvelenggarakan
urnsan pemerintahan di bidang BUMHN.

Menter Keuangan  adalah menter yang
menyelenggarakan urnsan pemerintahan di bidang
keuangan.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusanlara
yang selanjutnya disebut Badan adalah kadan yang
melakzanakan  tugas  pemennlah di bidang
pengelolaan BUMMN  schagaimana  diatur  dalam
UUndang-Undang inil.

Ferusahaan Indulk Investas: vang selanjutoya dissbuud
Halding Investasi adalah BUMN yang seluruh
modaloya dimiliki oleh Negara Repuhlik [ndotesia
den Badan vang mempunyai tugas untuk melalnikan
pengelalaan dividen dan/atau pemberdavaan Aset
BUMN =erta tugas lain yang ditetapkan cleh Menteri
dan/fatau Badan.

29 Petvasahaan - - .
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Perugahaan Induk 0Operasional yang selanjutnya
disebul Holding Operasional adalah BUMN  yang
seluruh modalnya ditilikl olech Negara Republik
Indonesia dan Badan vang mempunyai tugas untuk
melakukan pengawasan  terhadap kegiatan
operasional BUMN serta kegiatan usaha lain.

D antara Bab I dan Bab Il disisipkan 1 {satu) bab, vakni
Bahb IA sehingga berbunyi sebagai berikoat:

BAE [4
ASAS DAN TUJUAN

Di antara Pazal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 {satu) pasal,
vakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2}

Paaal 14

Penyclengearaan BUMM - berasaskan demokrasi
ekonomi vang meliputi prinsip:

a. kebersamaan:

b.  elisiensi berkeadilan;

c. berkelanjutan;
berwawasan lingkungan,

. memngaga  Keseimbangan,  kemajuan, dan
Kesawuan ekonomi nasional; dan

t.  tata kelola perusahaan yang baik.

Prinsip tata kelola perusahaan vang bak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} horof [
tmeliputi:

ITAnsSparansi;
akuntabilitas;

pettangaungiawabat,

o ofogon

kemandinan; dan

e.  kewajaran.

4, Ketentuan . .
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4, Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

benkut:

(1)

i2)

(2)

Pasal 2

Tyuan pendinan BUMM adalah:

&,
b.

memperoleh keuntungan;

memberikan kontribusi bagi  perkembangan
perekonomian nasional pada umuemnya dan
pEnEnmMasn negara pada khususnya,

menjadi penntis kegiatan usaha vang belum
dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan
koperasi;

melakukan pemberdayaan, mendukung, dan
membangun kemilraan dengan usaha mikro,
keril, menengah, koperasi, serta masyarakat;

sebagai Perseroc, menyediakan dapn menjarmin
keterzedizan  barang dan/aran  jasa  yang
Lermuty dan berdaya saing tingel,

sebagal Perum, menjamin ketersediaan barang
danfatau jaza bagl kemanfaatan umum dalam
rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak
dan untuk kebutuhan strategis; dan

membangun  industri sirategis vang berbasis
riget, inovast, dan lcknologt yang bersinergl
dengan negara lain.

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan fujuan serta
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kKetertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Newarn Eepublik Indonesia memiikl sabham seri A
Dwiwama pada BUMN melalui Menteri

5 Diantara Bab IA dan Bab Il disisipkan 1 [satu] bab, yakni
Bab IB sehingga erbunyi scbhagai berikur:

BAE IB

KEWEMNAMGAN ATAS PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NEGAEA

&. M antara . ..
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[ antara Pasal 2 dan Pasal 4 dizsisipkan 4 {empat)

pasal, yakm Fasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, dan
Pazal 3D sehingga berbunyi sebagai berilur:

Pasal 1A

(1} Presiden selaku Kepala Pemernntahan memegang
kekuazsaan pengelolaan BUMMN sebagai bagian dari
kekuazsaan pemerintahan negara  dalam  bidang
pengelolann Kevwangan negara,

2] Kekuwasaan secbagaimana dimaksud pada avat (1)
termasuk  kepemilikan  kekayaan negara  vang
dipisahkan pada BUMN.

I3 Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan
ayat (2) dikuasakan kepada Menten sclaku pemegang
aahatm s¢n A Dwiwarma dan Badan scbagal pcmegang
saham =er1 B pada Holding Investazi dan Helding
Operasional, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam
kepemilikan kekavaan negara vang dipisahkan.

Fasal 3B

Mcnteri selaku wakil Pemenntah Pusat sebagal regulator
bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengator,

membina, mengoordinasikan, dan MEengawea §i
penyvelengearaan Kelnjakan pengelolaan BUMN,

Fasal 3C

Untuk melaksanakan tupas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3B, Menten selaku wakil Pemerintah Pusat dengan
perseijuan Presiden Berwenang:

A menstapkan arah kebjjakan uvmum BUMN;
b. menctapkan kebijakan tata kelola BUMMN,

. menetapkan peta jalan BUMN dan menvampaikan
kepada alat kelengkapan DPR Rl vang membidangi
BUMN;

d. mengatur dan membenkan penugasan  kepada
BUMN;

c. mengatur ., L
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e mengatur tata cara dan s pokok indilkator Kinega
ukama,

[ menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih
ataz Aset BUMN:

g membentuk BUMN;

h. menyctupun Bestrukturisasi  BUMN - termasuk
Penggabungan, Peleburan, Pengamlalihan, dan
Pemisahan;

i mengesahkan dan mengonsulasikan kepada alat
kelengkapan DPR RI yanpg membidangt BUMN atas
rencana kerja dan anggaran perusahaan Helding
Investasi dan Helding Operagional,

melalkukan pemeriksaan terhadap BUMN;

k- mengusulkan rencana Pnvatisasi kepada komite
privatisasl, dan

-

l.  melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh
Presiden.

Paszal 3D

Ketentuan lebih lanput mengenan wagas Mentenn selakul
wakil Pemerintah Pusat sebapai regulator sebapaimana
dimaksud daiam Pasal 38 dan kewenangan Menteri selaku

wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal AC diatur dalatn Peralutan Pemetintah,

Ch antara Bab IB dan Bab Il dizsisipkan 1 [satu) bab, yakni
Bab IC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAE IC
BADAN PENGELOLA INVESTASI

Setelah Bab 1C ditambahkan 1 (satu) bagian, vakn Bagan
Kesatd sehingea berbunyi sebagai benkuat;

Bagian Kcsatu

Untum

9, D anlara . ..
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I antara Pasal 3D dan Pasal 4 disisipkan & {delapanj
pazal, vaknt Pasal 3E, Pasal 3F, Pasal 3G, Pasal 3H,
Pasal 31, Pasal 3.J, Pasal 3K, dan Pasal 3L sehinega
berbunyi sebagai berikuat:

i1

(2)

(3

(4

(S

{1}

{2]

Pasal 3E

Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden
melmpahkan  sebagian  kewenangannya kepada
Badan yang dibentuk denpgan Undanp-Undang in.

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan badan  hukum Indonesia yang
sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia,

Badan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertujuan untuk memngkatkan dan mengoptimalkan
investasl dan operasional BUMN dan sumber dana
lain.

Badan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
bertangegung jawab kepada Presiden.

Dialam rangka memastikan kontribusi dividen untuk
pengelolaan investasi, Menleri mepempatkan
perwaklilannya i Badan, Holding Investasi, dan
Holdmg Operasional atas persetujuan Presiden,

Pasal 3F

Badan bertugas untuk melakukan pengelolaan
BUMN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, Badan berwenang:

a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen
Holding Operasional, dan dividen BUMN,

b.  menyenyw penambahan dan/ataun
pengurangan penyertaan modzl pada BUMN
yvang bersumber dan pengelolaan dividen,

c.  bersama Menteri membenmlk Holding Investasi
dan Holding Cperasional;

d. bersama . . .
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d. bersama Menten menvetulu usulan hapus bukng
dan/atau hapus lagih alas Asct BUMN vang
diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding
Operasional,

e. memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan
mengaminkan  aset  demgan  persetujuan
Presiden; dan

f. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada
alat kelengkapan DPR Rl vang membidangi
BUMMN ataz rencana kerja dan anggaran
peruszahaan Holding Investasi dan Helding
Operaswonal.

Pasgal 3G
Modal Badan bersumber dari:
a. penyertaan modal negara; dan/atau
b.  sumber lain.

Penyertaan modal ncpara scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul a dapat berasal dan:

a, dana tunai;
b. barang milik negara; dan/atau
c. saham milik negara pada BUMN.

Modal Badan ditetapkan pahng scdikit zchesar
Ep L. GO0.000, 000,000, 000,00 (seribu triliun rapiah).

Modal Badan schacaimana dimaksud pada ayat [(3)
dapal didakukan peoambahbhan melaln penyertaan
modal negare danfatag sumber lain.

Pasal 3H

Badan dapat melakukan investasi, baik secara
lang=ung maupun tidak langzung, melakukan kerja
sama dengan Helding Investasi, Helding Operazional,
dan pihak ketiga.

(2] Keuntungan . . .
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Keuntungan atau kerugian vyang dialami Badan
dalamm  melaksanakan  investasi  sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atan
kerugian Badan.

Dalamm  hal Badan mengalami keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], szebagian
keuntungan ditctapkan scbagai laba ke negara untuk
disélorkan ke kas negara, setelah  dilakukan
pencadangan untuk menutup atau menanggung
risiko  kerugian dalam  bernvestasi  dan/atau
melakukan skumulasi madal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan unbuk
mcnulup atau menanggung risiko kerugian dalamm
berninvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal
schagaimana dimaksud pada ayat (3} diatar dalam
Peraturan Pemernntah.

Pasal 31

Untuk meningkatkan nilai aszet, Badan dapat
rmelakukan pengelolaan azet melalul kerja sama
dengan prhak ketiga,

kefja satnia dengan pithak ketiga dilaksanakan oleh
Badan melalur;

a. kKuasa Kelola; danfalau
L. bentuk kega sama lain.

Ketentuan  Jebnh laput mengenal  tata  cara
pengelelaan aset Badan sebagamana dimaksud pada
ayat (1] diatur dalam Peraturan Pemenntah.

Fasal 3J
Aset Badan dapat berasal dari:

a. moxlal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3G
ayat {1y

b.  hasil pengembangan aser Badan,;

c. permindahtanganan . . .
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c. pemindahtanganan aset negara atau  Aset
BLIKN,

d. hibah; dan/atau
e. sumber lain yang sah.

I2] Pihak manapun dilarang melakoukan penyitaan aset
Badan yang tidak dijeminkan,

{2} Pengelelaan aset Badan scpenuhnya dilakukan cleh
organ Badan berdasarkan tata kelola perusahaan
yvang baik, akuntabel, dan transparan.

Pasul 3K

Pemenksaan peneclolaan dan tangeung jawab keuangan
Badan dilakukan cleh Badan Pemeriksa Keuangan,

Pasal 3L

(1] Badan berkedudukean dan berkantor pusat di Ibukaoe
MNegara,

(2] Badan dapat mempunyal kanotor di luar Ibukota
Negara.

Setelah Bagian Eesatu ditambahkan 1 [satul bagian, vakni
Bagian Kedua sehingga berbunyl sebagal berikoat:

Bagian Kedua
Organ

D1 antara Pasal 3L dan Pasal 4 disisipkan 15 {limma belas}
pasal, yakni Pasal 3M, Fasal 3N, Fasal 30, Pasal 3F,
Pasal 30, Pagal 3R, Pasal 35, Pasal 3T, Pasal 31, Pasal 3V,
Fasal 2W, Pasal 3X, Pasal 2, Pasal 3Z, dan Pasal 3AA
schingga berbunyi scbaga benikut:

Pasal 3M
{Jrgan Badan terdiri atas:
a. dewan pengawas; dan

b. badan pelakzana.

Pagal 3N . .
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Fasal 3N
Dewan pengawas terdin atas:
a. ketua merangkap anggota:
b. waldl ketua merangkap angpota:

<. perwakilan dar kementerian yang
menyelenggarakan sinkronisasi dan keoordinasi
serta pengendaban pelaksanaan urasan
kementeran dalam pEnyClenggaraan
pemerintahan di bidang  perckonomuian,
kementernian yang menyelengparakan urusan
pemerintahan di bidang kenangan, kementerian
vang menvelenggarakan urusen pemerintaban
di dang BUMN, dan Kementerian yang
menyelengearakan  urusan  pemenntaban  di
bidang investasi schagal angpota; dan

d. pejabat negara atau pihak lain sebapai anggota.

Ketua, wakil ketua, dan angpota dewan pengawas
sehagaimena dimaksud pada ayat 1] diangkat dan
diberhentikan vleh Presiden,

Ketua, wakil ketua, dan angpota dewan pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk
masga jabatan 5 (lima] abun dan hanya dapat
diangkat kembali untuk 1 |gatu} kali masa jabatan
berikulnya.

Pazal 30

Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan
atas penyelenggaraan Badan yang dilakukan oleh
badan pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud
pada ayat (1), dowan pcnpgawas atas persetujuan
Presiden berwenang:

a.  menyetyjui  rencana  kKerja  dan  anggaran
lmhunan beserta indikator kineqa utama yang
diusulkan badan pelaksana;

b. melakukan evaluasi pencapaian ndikator
kinerja utama,

. Mensrima dan menpevaluas laporan
pertangeungawaban dan badan pelaksana;

d. menyampaikan ...
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d. menyampaikan laporan pertangpunglawaban
dewan pengawas dan badan pelaksana kepada
Presiden:

€. menetapkan remunerasi dewan pengawas dan
badan pelaksana,

[, mengusulkan peningkatan danfatau
penguratngan modal Badan kepada Presiden;

2. menyetuun laporan Kedangan tabhunan Badan;
dan

h. memberhentikan sementara angeota badan
pelaksana.

Pasal 3P

Ketentuan lebth lanjut mengenai dewan pengawas
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 3N dan Pasal 30
diatur dalam Peraturan Pemerintah,

(1}
(2}
{2}
(4]

(1

Pasal 30

Badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3M huruf b berasal dari unsur profesional,

Salah satu angeota badan pelaksana  diangkat
menjadi kepala badan pelakzana,

Seluruh angegota badan pelaksana diangkat dan
diberhentikan ocleh Presiden.

Masa jabatan anpggota badan pelaksana adalah
5 (lima) tahun dan dapat diangkal kembali hanya
untuk 1 (satny) kali masa jabatan beokwinyea.

Fasal 3R

Untuk dapat diangkat =ebagai anggote badan
pelaksana, seseorang harus memenuhi persyvaratan:

warpa negara Indonesia;

mampu melakukan perbuatan hukum;

=chat Jasmani dan rohani;

berusia paling tnggi 70 imjubh puluh) tahun
pada saat pengangkatan pertama,

¢. bukan pengurnus danfatau anggota  partal
politik;

o oo

I. merniliks ...
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[. memiliki pengalaman danfatau keahlian di

bidang  investasi, EROTOmI, keuangan,
perbankan,  hukum, danfatau  manzjemen
perusahaan;

g. tdak pernah dipidana pemara karena
melakukan tindak pidana,

h. tidak pernah dinyatakan pailit atau  tidak
pernah menjadi pengurus perusahaan yang
menycbabkan perusahaan tersebut pailit; dan

1.  udak dinyatakan sebagai orang persearangan
vang tercela di bidang investasi dan Bidang lan
berdasarkan kKetentuan peraturan perundang-
undangan.

Anggota badan pelaksana dilarang saling memiliki
hubungan keluarga zampai dengan derzjat kedug
atau besan dengan:

a,  anpeota badan pelaksana yang laan;

. anggota dewan pengawas,

c. pegawal Badan;

d.  Direksi Holding Investasi  atan  Holding
Operasional; dan/alau

e,  Dewan Komisans Helding Investasi atau Holdmng
Opecrasional.

Pazal 33
Jabatan anggota badan pelaksana Bberakhir apabila:
4. meninggal dunia;
b. masa jabatannya telah berakhir; atau
c. diberhentikan oleh Presiden.

Anggota badaen pelaksana dapat diberhentikan oleh
Presicen dengan alasan:

a. tidak terpenuhinya salah satu persyaratan
keanggotaan sebagaimana dimaksud  dalam
Fazal 2R

b. pelanggaran persyaratan Kerahasiaan;

. tidak dapat memenuhd Kewzpiban vang telah
disepakat: dalam kontrak manajcmen;

d. tidak mecnialankan tugas dengan baik;

e melakukan ...
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e. melakukan tindakan yang melanggar ctiks
dan fatay kepatutan yang schamisnya dihormati
oleh badan pelaksana,

f.  ditetapkan sebagai tersanghka dalam tindakan
yang merugikan Badan, BUMM, atau keuangan
TIERATH;

g mengundurkan diri;

h. tidak menjalankan tagasnya sebaga anggota
badan pelaksana lebih dan 6 [enamj bulan
meskipun  dengan  alasan yang  dapat
dipertimbangkan;

iI.  berhalangan tetap; dan;/ atau
17 alazan lain yahg dinilau tepat oleh Presiden.

Anppola  badan pelaksana dapat diberhentikan
scmcntara olesh dewan pengawas,

Dalam hal anggota badan pelaksana diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat [3),
dewan pengawas memchon kepada Presiden untuk
menpgantkan  angeota  badan pelaksana  yang
diberhentikan sementara.

Femberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat [3) diberitahukan secara tertulis kepada
atigpgota badan pelaksana yang bersangkutan,

Anggota badan  pelalizsana  vang  diberhentikan
scmentara sebagaimana dimaksud pada avat (3]
tidak berwenang melaksanakan tugas sehapa
anggnta badan pelaksana.

Pasal 2T

Badan peclaksana bertugas menyelenggarakan
pengurusan operasional Badan.

Dalam melaksanakan togas sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), badan pelaksana bereenang:

7 merumuskan dan menetapkan  kebijakan
Badan:

b, melaksanakan . _ .
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b.  melaksanakan kebijakan dan pengurusan
operasional Badan;

Co omeanrusun dan mengusulkan remuncerasi dan
dewan pengawas dan badan pelaksana kepada
dewan pengawas,

d.  menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan
anggaran tahunan beserta indikator kinerja
utama kepada dewan pongawas;

e,  menyusun struktur organisasi Badan dan
menvelenggarakan manajemen Kepegawaian
termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistern
pengEajian, remunerasl, penghargaan, propgram
pensiun dan  tunjangan  han tua, serta
penghasilan lain bagl pegawai Badan; dan

f.  mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan.

Ketenluan letah lonjut mengenal pelaksanaan tueas
badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dan kewenangan badan pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) diatur dalam
Peraturan Badan,

Pasal Al

Badan peclaksana menctapkan pembidangan setiap
anggota badan pelaksana dengan persetujuan dewan
pPeNgaWaS.

(1)

(]

Pazal 2V

Hadan pelaksana membentuk komite yang berasal
dan badan pelaksana, pegawai Badan, dan pihalk
lain vang memiliki pengalaman yang diperlukan
komite dengun mempertiimbangkan prakuk terbaik
intermasional.

Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling
sedikit terdiri atas:

a. kKomite mvestas; dan
b. Komite manayemen nsiko,

{3} Kotmite -,
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Komite  sebagaimana  dimaksud pada ayat  (2)
ditetapkan dengan keputusan badan pelaksana.

Komite inveslasl scbagaimana dimaksud pada
ayval 12} huruf a, paling scdikit terdin atas:

a. anggota badan pelaksana yang membidang
investasl atau pengembangan bisnis, dan

L. angeola badan pelakzana yang membidangi
MEan4emean nslko,

Pembentukan  kemite  chlaporkan oleh badan
pelaksana Kepada dewan pengawas sctelah komite
tersebut dibentuk.

Komite sebagaimana dimaksud pada avar (1) wagib
menyampaikan laporan dan rekomendasi Kepada
badan pelakzana.

Fazal 3W
Presiden membentuk dewan penasihat.

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud  pada
ayat {1] bertupas memberikan masukan dan saran
kepada Badan.

Salah satu anggota dewan penasihat diangkat sebagai
Kctua,

Anggota dewan penasihat diangkat dan diberhentikan
olzh Presiden.

Pazal 3Xx

Organ  dan pegawal Badan bukan merapakan
penyelengrara negara.

Badan menctapkan sistem kepegawalan, sistem
pengZajian, penghargaan, program  pensiun dan
tunjangan hari tua, serta penghasiltan lain bag
pegawai Badan.

Badan tidak dapat dipailitkan, Kkecuali dapat
dibuktikan dalam keadaan insolven.

Pazal 3Y . . .
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Pasal 3Y

Metiters, vrgan, dan pegaweal Badan, tidak dapat dimintai
pertanggunpjawaban hukum atas kerugian jika dapat
membuktikan:

d.

b,

(1)

(<]

(1}

(2]

kerugian tersebut buken kKarena kesalahan atau
kelalaiannya,

telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik
dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan
investasi dan tata kelola;

tidak meraliki benturan kepentingan, baik langaung
maupun tidak langsung atas tindakan pengclolaan
invcstasi; dan

tidak mempercleh keuntungan pribadi secara tidak
sah.

Pazal 32

Badan hanya dapat  dibubarkan dengan
Undang-Undang.

Pembinaan dan pengawasan Bedan dilaksanakan
cleh Presiden.

Pasal 3AA4

Ketentuan lebith lanjut mengenai tata kelola Badan
sebagaimana diatur dalam Pasal 3E sampai dengan
Pasal 32 diatur denpan Peraturan Pemenintah.

Scpanjang telah diatur khusus dalam Undang-
Undang ini, ketentuan peraturan peropndang-
undangan yang mengatur mengenai pengeiolaan
kenangan negara yang dipisahkan pada BUMN,
perbendaharaan negara, penenmaan ncegara bukan
pajak, dan perseroan terbatas, tdak berlaku
terhadap Badan.

Di antara Bak IC dan Bab II disisipkan | |satu) bab, yakni
Bab I schingga berbunyi sehagal benkut:

BAB IIx
HOLDING INVESTASI

13. Setelah . .
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Jetelah Bab 1D ditambahban | {satu) bagian, yakni Bagian
Kezatu sehingpa berbunyl sebagal berikuat,

Bagiat Resatu
Urmmum

M antara Pasal 3AA dan Pasal 4 disisipkan 2 {dua) pasal,
yvakti Pasal 3AB dan Pasal 3AC achingga berbuny scbagai
berikut;

Paszal 3AB

(1} Dalam tnergalankan kewenangan Menten
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 3C  dan
kewenangan Badan sebagaimana dimaksod dalam
Faszal 3F ayat {2), Menteri dan Badan mendirikan
Holding Investasi.

(2) Holding Investasi mempunyai tugas untuk:
a. melakukan pengelolaan investasi;

k. melakukan pemberdayaan aset dalam rangka
peningkatan nilal investasl; dan

. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan cleh
Menter: atau Badan,

(3 Holding Investasi merupakan badan  hukum
herbentuk perseroan terbalas,

(4  Seluruh saham Holding Investasi dimiliki oleh Negara
Republik [ndonesia dan Badan,

(o) Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada avat [4) memiliki Y% {saty persen) saham seri A
Dwiwarna dengan hak istimewa melalgi kementerian
yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan di
bidang BUMN,

(6} Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] memiliki
09% |sembilan puluh sembilan persen) zaham zeri B
pada Holding Investasi.

Pasal 3AC . .
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Pazal 3AC

Dalam melakzanakan tupas sebapgaimana dimaksud
dalam Pasal 3AB ayat |2), Holding Investasi berwenang
melakukan tindakan sebaga berikut:

a.  menyusun dan mengusulkan rencana kena dan
anggaran perusahaan Holdmg Investasi,;

b,  melakukan pengelolaan dividen BUMN,

c. melakukan pemberdayaan aset,
mlezlmrhitkan surat  utang  dan/fatag  mensetma
pLOjaman,

e. memberikan pinjaman danj/atau penjaminan kepacda

Holding Operasional, BUMN, atau Anak Usaha
BUMN;

. melakukan penpelolaan dan penatausahaan atas
aset Holding Investasi;

g. mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih
atas azel Aoldmg Investas kepada Badan;

h. menpusulkan koentrak manajemen kepada Badan
untuk mendapatkan persetujuan; dan

1. tndakan lain vang ditetapkan oleh Menteri atau
Badan atau diatur dalam anggaran dasar Holding
Investasi.

Setelah Baglan Kesatu ditarmbahkan 1 [satu) Bagian, yako
Bagian Kedua sehinpea berbunyi schagan berikut:

Bapian Kedua
Direksi Hoiding Investasi

Di antara Pasal 2ZAC dan Pasal 4 disisipkan 4 jempat]
pasal, valkm Pasal 3AD, Pasal 3AE, Pasal 2AF, dan
Faszal 3AG sehinpga berbuny sebagal benkut:

Pasal 3AD
{1} Dhreksy Holding Investas: teodin atas 1 (satu) dircktur
utama dan 1 {satu) atau lebih anggota Direksi.

(2) Direlzsi - . .
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Direk=si Holding Investasi beraszal dari  unsur
profesional.

Dalam hal Dhireksi Holding Investasi terdivi atas
2 [dua) orang anggota atau lebih, pembagian tugas
dan wewenang pengurusat i antara anggota Direksi
ditetapltan berdasarkan keputusan RUPS Halding
Investasi,

Dalam hal RUPS Holding Investasi sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 tidak menetapkan,
pembagian tugas dan wewenang angeota Dirckst
ditetapkan herdasarkan keputusan Direksi Holding
Investasi.

Pasal 3AE

Untuk dapat diangkat sebagai Direkst Holding
Investasi, sesecrang harus memenghi persyaratan,

a.  warga negara Indonesia;

b,  mampu melakukan perbuatan hukum,
¢, schat jasmani dan rohani;
d

berusia paling tinggh &0 {enam puluh} tahun
pada saat pengangkatan pertatna;

e, bukan pengurus danfatau anpggota  partal

polililk;
. memiliki pengalaman danfatau  keahlian  di
bidang investasi, elanomd, kevangan,

perbankan, hukum, dan/atau manajemen
perusahasan paling smgkat 13 (lima belas)
tahun;

€. twlak permah dipidana penjara karena
melakukan tindak pidana kejahatan;

h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak permmah
menjad; PERRUTLS perusahaan Yang
menycbabkan porusahaan tersebut pailic, dan

1. tidak dinyatakan sebagail orang perseoratgan
yang tercela di bidang investasi dan dang lain
berdasarkan Keétentuan peraturan perundang-
undangar.

(2] Direksi . . -
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Direkzi Holding Investas: dilarang saling memiliki
hubungan keluarga sampal dengan derajat kedua
atau besan denpan:

anggota Direksi Holding Investasi yang lain;
anggota Dewan Komisans Holding Investams;

pegawail Holding Investasi;

a 5 ooz

dewan pengawas Badan; dan/atau
¢, badan pelaksana Badan,

Eetentuan lebih lanjut mengena persyaratan Direksi
Aolding Investasi sebagaimana dimaksud pada
avat |§) dan larangan Direksi Helding Investasi
sebapaimana dimaksud pada ayat (2] diatur dalam
Peraturan Mecoteri.

FPazal 3AF
Jabatan Direksi Hoiding lnvestasi berakhir apabila:
a. menmgeal dunia;
k.  masa jabatannya telabh berakhir; ataun
¢, diberhentikan oleh EUPS,

Anggota Direksi Holding  Investasi  dapat
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisans
Holding Investasi denpan alavan:

a. tidak terpenubinya salah  saty persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32AE

ayar i1);

b, pelanggaran  persyaratan  pengungkapan dan
kerahasiaan;

c. tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah
disepakati dalam kontrak manajemen;

d.  melakukan tmdakan vang melanggar etika
dan fatau kepatulan yang seharisnva dihormati
oleh Direk=1 Holding Investasi,

e. ditetapkan sebapail tersangka dalam tindakan
vang merggikan Holding Investasi, Holding
Crperayional, BUMN, atau kevanpat negara,

I, mengundurkan . ..
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f. mengundurkan diri;

g hdak menjalankan  tugas  scebagai  anggota
Dircksi Holding Investasi lebih darn £ (enam)
bulan meskipun dengan alasan yang dapat
dipertimbangkan,

h. herhalangan t=lap; dan/atan

1. alasan lain yang dimilai tepat oleh Dewan
Komisaris Halding Investasl atan peraturan
petundang-undangan mengenai persercan
terbatag atau badan usaha milik negara.

(3} HKetentwan Iebih lampul mengenza tate cara
pengangkatan dan pemberhentian sCrka
pernberhentian sementara anggota Direks: Heolding
[nvestasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pa=al 3AaG

Dalan menjalankan kewenangarn melakukan
pengurusan, Direksi Holding Investasi bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugas Heolding Investas sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan meongenal
Holding [nvestasi dan anggaran dasar Holding Investasi,

Setelah Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni
Bapian Ketipga sehangea berbunyi sebagen berkut:

Bagian Ketiga

Dewan Komisaris Holdiag Investasi

Di antara Pasal 2AG dan Pasal 4 disisipkan 3 (Hga) pasal,
vakni Pasal 3AH, Pasal 3Al, dan Fasal 3AJ schingea
berbunyi sebagail berikut:

Pasal 2AH

(1) Dewan Komisans Holding [nvestas terdim atas |
{satu) komisaris utama, 1 [saty] angecta Dewan
Komisaris, dan 1 [satu] anggota Dewan Konmisans
independen.

{2} Kotmisaris - . .
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Komisaris wdtatma Holding  Investas merupakan
perwakilan dan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang BUMN.

Angpota Dewan Komisaris independen berazal dari
nasur profesional,

Perwakilan  kementerian yang menyelenggaraksn
uruzan pemerintahan di bidang BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat |2 adalah paling rendah pejahat
eselon .

Pa=al 1Al

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan
Komisaris independen Holding Investasi, calon
anggola  Dewan  Komusaris  mdependen  Holding
[nvestasi harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara lndonesia,;

b. mampu melakukan perbuatan hukum,
. schat jasmani dan rohani;
d

berusia paling tinggl 65 {enam puluh lma) tahun
pada saat pengangkatan pertama;

e. bukan pengurus danfatau  anggota  partai

politik;
I memiliki pengalaman dan/fatau keahlian di
bidang INvestasi, ekomnomi, keuangan,

perbankan, hukuom, danfatau mangjemen
perusahaan paling singkat 20 jdga  puluh)
Lafhiun;

g. tudak pernzh dipidana penjara karena
melakukan tindak pidana,

h. udak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah
menjadi PENEUIUS petrusahaan yang
menyebabkan perusahaan erscbat paalit;

1.  tdak dinyatakan scbagal orang perseorangan
vang terceia di bidang investasi dan bidang
lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundatg-undangan; dan

J. persyaratan _ _ .
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j- persyaratan lain  berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenal
peraeroan terbatas dan mengenal BUMN.

Anggota Dewan Komisaris Holding Investasi dilarang
saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan
derajat kedua atau besan dengan.

a.  anggota Dhreksy Holding Investasi;

b. anggota Dewan Komizaris Holding [nvestasi
vang lain;

c.o pegawal Holdimg Investas;
d. dewan pengawas Badan; danfatau
c. badan pelaksana Badan.

Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan Dewan
Komisaris Holding Investasi sebapaimana dimaksud
pada ayal [1) dan larangan Dewan Komisaris Helding
Investasi sebapaimana dimaksud pada ayat (2) diatue
dalam Peraturan Menteri.

Pagal 3A.J

Jabalan Dewan Komizsans Holding Investasi berakhir
apabila;

a. meninggal dunia;
k. masa jabatannya telah berakhir; atau

e, diberhentikan oleh BEUPS untuk anggota Dewan
Komisans independen Holding Investasi.

Ketentuan lebih  lanjut  mengenal  1ata  cara
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan
Komisans diatur dalam Peraturan Pemerintah.

O antara Bab ID dan Bal IT disisipkan 1 {satu} bab, vakni
Bab IE sehingea berbunyi sebagai berlkout;

BAB IE
HOLDING OPERASIONAL

20 DM antara . ..
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20, Dn antara Pasal 3AJ dan Pasal 4 disisipkan 4 [empat)

pasal, yakni Pasal 3AK, Pasal 3AL, Pazal 3AM, dan
Pasal 3AN sehingea berbunyi sebagal berikut:

Pazal JAK

{1} Dalam menyalankan kewenangan Menter
sehagaimana,  dimaksued  dalam  Pasal 3C  dan
kewenangan Badan sebapgaimanz dimaksyud dalam
Pazal 3F ayat (2], Menten dan Badan mendinkan
Holding CGperasional,

2] Holding Operasional mempunya tugas untuk:
a.  melakykan pengelolaan aperasional BUMMN; dan

b, melaksanakan tugas lain yang ditetapkan ocleh
Menten atau Badan,

{3) Holding Operasional merupakan badan hukum
berbentuk perseroan terbatas.

Pasal AL

Dalam meclaksanakan tugas schagaimana dimaksud
dalam Pasal JAK ayat (2], Holding Operasional berwenang
melakukan tindakan sebagai berikut:

a.  menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan
angeparan perusabaan Haolding Cperasional;

b. menerbitkan surat wutang dan/atau menenma
pinjaman,

c. memberikan pinjaman dan/atay penjaminan kepada
BUMHN alau Anak Usaha BUMN;

d. melakukan pcnpelolaan dan penatausahaan atas
aset Holding Operasional, BUMHN, dan Anak Usaha
BUMN:

e, mengusalkan hapas buky danfatan hapus agih
atas asct Holding Operasional dan/atau BUMN
kepada Badan;

. mengasulkan kantrak LA RAJEITE N Holdng
Operasional kepada Badan anmk mendapatkan
persetujuan; dan

g tindakan . ..
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tindakan lain yang dilctapkan cleh Menteri atau
Badan atau diatur dalam angeaeran dasar Hoelding
Operasional.

Pazal 3AM

Seluruh saham HMolding Operasional dimiliki oleh
Negara Republik Indonesia dan Badan,

Negara Republik Indeonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat 1] memiliki 1% [satu persen} saham seri A
Dwiwarna dengan hak istimewa melalui kementerian
yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di
bidang BUIMM,

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuiki
99% (sembilan pulub sembilan persen) saham seri B
pada Holding Operasional.

Pagal 3AN

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AD
sampai dengan Pasal 3AJ herlaku mulals mutandis bagi
Direksi Holding Operasional, Dewan Komisaris Haolding
Ciperasional, dan rencana kerja dan anggaran perpsahaan
Holding Operasional.

[h antara Bab IE dan Bab Il disisipkan 1 [satu) bab, yvakni
Bab IF sebonges berbunyl scbagan benkut:

BAB IF

MODAL DAN PENYERTAAN MCDAL NEGARA

22, Betelah Bab IF disisipkan 1 {satu) bagian, yakn Bagian

Kesatu sehungga berbuny: sebapal berikut:

Bagian Kesatu
Muoclal

23. Keteptuan | .
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23 Ketentuan Pasal 4 divbah schingga berbunyi scbagai
benkut:

24.

23,

{1]
(2]

{3)

14

(S

Pasal 4
Modal BUMN berasal dari APEN dan non-AFBN.

Modal BUMN sehagaimmana dirmaksud pada ayat (1)
merupakan baglan dan keuanogan BUMN  yang
pengelolaannya dilakukan sesual dengan prinsip tata
kelola perusahaan yang baik.

Modal BUMN yang berasal dari APBN berupa;
a. dana tuna;
k. barang milik negara,

c. piutang negara pada BUMN atay persercan
terbatas

d.  saham milik negara pada BUMN atau perscroan
terbatas; dan/alau

c. #set nocgara lain.

Modal BUMMN yang berasal dari non-APBN berupa:
a. keuntungan revaluasi aget;

b kapitahsam cadangen;

., Aapio saham; dan/atau

d. sumber lain yang =ah.

Penambahan medal untuk Holding Investasi, Holding
Operagsional, BUMN, dan Anak Usaha BUMMN, tidak
bergaal darni  APBN, kecuwallh dalam rangka
menjalankan penugasan pemerintah.

Jetelah Bagian Kesata disisipkan | (satu) bagian, yakm
Bagian Kedus sehinpea berbunya sebagaa berlout:

Baman Kedua
FPenyertaan Modal Megara

[ antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 {dua} pasal,
yakni Pasal 44 dan Pasal 48 sehingga berbunyi sehbagai
berikut:

Pasal 4A _ . .
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Pasal 44

Setiap penvertaan modal negara dalam rangka
pendiian  Badan, Holding Investasi, Holding
Operasional, dan BUMN vang dananya berasal dari
AFPBHN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {3)
ditetapkan dengan Peraturan Pemenntah.

Setiap peorubahan penyertaan modal negara yang
dananya berasal dan APBN sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 4 ayat [3), berupa penambaban atag
pengurangan modal, termasuk perubahan strultur
kepemiulikan negara atas saham Persero ditctaphkan
dengan Peraturan Pemenntah.

Mentenn mengajukan penyertaan modal negara dalam
rangka:

a. pendidan Badan, Holdimg Invesatast, Helding
Operasional, dan BUMN sebagaumana dimalcsud
pada ayat [1);

b. perubahan penyertaan modal negara kepada
Badan sebagaimana dimaksud pada avat (2},

. penambahap penyertaan modal negara Kepada
Badan, dan/atay

d. penupasan Pemermiah Pusat,

kepada alat kelengkapan DPR El yvang membidangi
BUMHN untuk mendapat persetujuan.

Penyertaan meodal negara dalam rangka pendirian
BUMN sebagaimana dimaksud pada ayval {1} dan
perubahan penyertaan modal negara kepada BUMN
scbagaimana dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan
ocleh Menteri.

Modal negara pada BUMN  vapg Derasal dar
peryertaan modal baik dualam rangks pendinan BUMN
tnaupun  perubahan, merupakan kekayaan BUMN
vang menjadl milik dan tanggung jawab BUMN.

Hetentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyertaan medal negara dalam rangka pendirian
BUMMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan
perubahan penyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 4B . . .
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Pazal 4B

Kennhtungan  atayl Kepagian  vang  dialarm BUMBN
merupakan Keuntungan atauw kerugian BUMN,

2f. Hetelah Bagian Kedua disisipkan 1 (saty] bagian, yvakni
Bagian Eeliga sehingea berbunyl sebagal berikuat;

Baman Ketiga

Hak lstimewa Saham Seri A Dwiwarna

27, Diantara Pasal 4B dan Pasal 5 disisipkan 1 {satu) pasal,
yaki Pazal 4C sehinpga berbunyi sebaga benkut:

i1

i2)

(2]

Pasal 4C

Negara Republik Indonesia memiliki saham seri A
Dwiwarna dengan hak istimewa pada  Holding
Investasi, Holding Operasional, dan BUMN,
Kepemilikan ssham sert A Dwiwarmna dengan hak
1stimewa vang dimiliki Negara Republik Indonesia
zebagaimana dimaksud pada ayat (1] melalui
kemmenterian  yang menvelenggarakan  umsan
pemerinlahan di ludang BUMN.

Saham sernn A [wiwama dengan hak isbmewa
sebagaimana dimaksud pada ayat [1} memiliki hak-
hak istimewa paling sedikit sebagai berikut:

a.  hak untuk menyetujii dalam RUFPS;

b. hak untuk mengusulkan agenda RUPS;

c. hak untuk meminta dan mengakses data dan
dakumen perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

d.  hak wntuk tmenetapkan pedoman/kebijakan
strategrs dalam bidang:

1. =kuntansi dan keuangan,

2. pengembangan dan investasi;

3. operasional dan  pengadaan  karang
dan/fatau jasa;

4 mformas: . .
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informasi teknoslog,;
sumber daya manusia;

manajernen  risiko  dan  pengawasan
internal;

hukum dan kepatuhan;
program  tanggung  jawab  sosial dan
lingkungan; dan

Program enwironmental, Sondal, aurud
governancs [E5G];

hak untuk mengangkat dan memberhentikan
Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan
Presiden, dan

hak lain yvang ditetapkan dalam anggaran dasar.

(4} Ketentuan letsh lanjut mengenay hak i1sbmewa
sebagaimana dimaksud pada avat (3) diatur dalam
Peraturan Pemenimtah.

Di antara Bab IF dan Bab Il disisipkan 1 [satu) bab, yakni
Bakb IG5 sehingga berbunyi sebapgai berikut:

BAB 15

PENDIRIAN BUMN

Pasal 5 dihapus.

Pasal 1 dihapus.

Pasal 7 dihapus.

Fasal 8 chhapus.

Ketenntlzan Pazal 9 diabah sehingga berbunya scbagal

benkut:

Pasal 9

Bentuk badan hukum BUMBN terdiri atas Persero dan

Peram.

34. Di antara . . .
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Di antara Pasal 9 dan Pazal 10 dizsisipkan 1 [gatu) pasal,
yvakni Pasal 94 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Faszal 94

BUMMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan
dalam anggaran dasar.

B antara Bab [G dan Bab 1I disisipkan 1 (satuj bab, yakni
Bab IH sehingga berbunyi scebagal benkut:

BAB IH
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

In antara Pasal DA dan Pasal 10 chsisipkan 7 {tujuh) pasal,
vakni Pasal 2B, Pasal 9C, Pasal 9D, Pasal 9E, Pasal 9F,
Pasal 9G, dan Pesal 9H sehinggza berbunyi sebaga
berikur:

Paszal 9B

(1] Direksi menjalankan pengurusan BUMN  untok
kepentingan BUMN  serta sesuai dengan tuuan
BLUMN.

{2) Dalam menjalankan PENZUISATL BUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Dueksi
berwenang menentukan kebiakan sesual dengan
ketentuan dalam Undang-Undang i danfatau
anggaran dasar.

{3) Dhreksi acbhagaimana dimaksud pada  avat (1)
mewakili BUMN baik di dalarn maupun di luar
pengadilan.

{4] Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dar 1 {satu)
orang, yang berwenang mewakili BUMN adalah setiap
anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam
anggaran dasar.

Paszal 9C . . .
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Pazal 9

(1} Dewan Komisatis atay Dewan Pengawas melakukan
pengawasan terhadap BUMMN atas kebipakan dan
pelaksanaan pengurusan serta membernkan nasihat
kepada Direksi.

(7] Pengawasan dan pemberan pasihat sebagaimana
chmaksud pada ayat (1] dilakukan untuk kepentingan
BUMN dan sesual dengan tuyjuan BUMN.

Pazal 3D

Dalam melaksanakan pEnELMSAN sehagaitmana
dimaksud dalam Pasal 9B dan pengawasan schagamana
dimaksud dalam Pasal SC, Dhrcksi, Dewan Komisans, dan
Dewan Fengawas wajib mematuhi:

a. ketentban peraturan perundang-undangan;
. anggaran dasar BUMN; dan
¢ ayas dan prinsip penyelenggaraan BUMMN,

Fasal 9E

Setiap anggota Dhireksi, Dewan Komisaris, dan Dewan
Pengawas dilarang mengambi]l kevntungan pribadi baik
secara langsung mauwpun (dak langsung dati Kegiatan
BUMN selain penpghaszilan yang sah.

Faszal 9F

{1} Anggota Direksi tidak dapat dimintai
prrlanp@ungiawaban hukuom atas kertdgpan jika dapat
membuktikan:

a. kerugian tersebnat bukan karena kesalahan atan
kelalaiannya;
b, telabh melakukan peneurusan dengan iktikcad

baik dan kchati-hatian untuk kepentingan dan
sesuai dengan tujuan BUMN;

c.  tidak mempunyai benturan Lkepentingan baik
langsung maupun tdak langsung atas lindakan
pengurusan yvang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(2] Anpeoa . ..
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I2) Angpota Dewan Komisarns atau Dewan Penpawas
BUMMN tdak dapat dimuntai pertanggpunpjawaban
hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a.  telah melakukan pengawasan dengan ikoikad
baik dan kehati-hatian untuk kepentingan
BUMN dan sesual dengan tujuan BUMN;

b. tidak mempunvai kepentingan pribadi baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakean
pengurusan  Dircksi yang  mengakibatkam
kerugian; dan

c. telah memkberikan nasihat kepada Chreksi untuk
mencegah tmbul atan berlantnya kerugian
tergebut.

Pasal 9C

Anggota Direksy, Dewan Komisaris, dan Diewan Pengawas
BUMN bukan merupakan penvelenggara negara,

Paszal GH

{1} Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan
angeota Dewan Pengawas fidak berwenang mewakili
BUMN, jika:

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara
BUMN dan anggota Direksi atau anggota Dewan
Kormusans, atau angeota Dewan Perngawas vang
bersangkutan,; atau

b. angpgota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau
apggota Dewan Pengawas vang bersangkutan
mempunyal  Kepentingan  vang  bettentangan
dengan Kepentingan BUMN.

{2] Dalam angearan dasar ditetapkan yang berhak

mewakih BUMN  apabila terdapat  keadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat |1).

{2] Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan
ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2],
EUFS menpangkat 1 (salu] otang atau lebih
pemegang saham untuk mewakili Persera, dan
Pemennotah Pusal menganghkat 1 (saty] orang atau
lebih untuk mewakili Perum.

37. Bagian _ . .

SK No 252662 A
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Bagian Pertama Bab Il diubah sehingga berbunyi sebagai
berikul:
Bagian Kesatu

LUmum

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingge berbunyi sebagai
brerikut:

Pasal 10

(1) Pendintan dan penyelenggaraan Perzero
dilakzanakan sesnai dengan ketentuan peratiran
perundang-undangan yang mengatur  mengenal
perseroan terbatas, kecualh ditentukan lam dalam
Undang-Undang ini

(2] Pendirian Perseroc diusulkan oleh Menteri kepada
Presiden disertai dengan Kajian pendirian Persero,

Pasal 11 dihapus.

Bagian Kedua Bab Il diuvbah sehingga berbunyi sebagai
betilut:
Bapian Kedua
Tujuan

Ketentuan Pasal 12 diubab sehingea bBathunin sebapal
benkut;

Pasal 12
Tujuan pendirian Persero adalah:

a.  memperstich keuntungan; dan

b.  menyediakan dan menjamn ketersediaan barang
danfatau jasa yang bermutu dan berdaya saing.

42 Ketentuan . . .
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Ketentuzan Pasal 13 diubah sehingea berbunyn sebapal
benkut;

Pazal 13
Organ Persero terdirl atas:
a. RUPS;
b. Direksi Persero, dan

c. Dewan Komisans.

Bagiat Keemnmpat Bab 1l diukah sehingga berbunyn sebagal
berikut;

Bagan Keempat
Rapat Umum Pecmegang Saham

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal 14

1) Mentenn menghadin RUPS selaku pemegang saham
negara pada Persero.

(2] Menteri bertindak selaka RUPS dalam hal seluruh
saharm Persero dimilika oleh negara atad bertindak
sclaku pemegang saham pada Persero dalam hal
tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh nepara.

D antara Fasal 14 dan Pasal 15 disisiphan | (satu) pasal,
vakni Fasal 144 sehingga berbunyl sebapal benlout:

Pazal 14A

(1) Direks1 Perserc terdin atas 1 (satuj orang anggota
Direksi Persero atau lebih.

(2] Dalam hal Direksi Persero terditt atas 2 [dua) angeota
Chreksi Persero ataw Iebih, pembagian tugas dan
wewcnang pengurusan di antara angpota Direksi
Fersero ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

(3] HKomposisi Direksi Persero sebagaimana dimaksod
pada ayvat {l1) ditetapkan berdasarkan Keputusan
RUFS.

(4] Dalam . . .



SK Ne 252659 A

4.

1)

PREECSTDEN
REPUBLIK INDGHESIA

- 40 -

Dalam hal RUFS sebagaimana dimaksud pada
avat {2] Hdak menetapkan, pembapian tugas dan
wewehnang anggota  Direksi Persern  ditetapkan
berdayarkan keputusan Direksi Persero,

Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 10 |sepuluh}
pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 158, Pasal 15C, Pazal 15D,
Fasal 15E, Pasal 152F, Pasal 153G, Pasal 1aH, Pasul 131
dan Pasal 150 schingga berbunyi sebhapai benikut:

i

(2]

Fazal 15A

Untuk dapat diatigkat menjadi anggota Direksi
Persero, calon  anggota Direkst Persero harus
memenuhi persyaratan;

a.  warga negara Indonesia;
b. sehat jasmaru dan rohani;

¢ tidak memilikin hubungan keluarga baik sedarah
maupun scmenda dalam gars kEeturunan luras
dan/atau ke samping sampal dengan deragad
kedua dengan Direks: Persere dan Dewan
Komisaris; '

d.  memiliki keahlian dan pengalaman dalam
mengelola Persero atay perserpan paling singkat
a {lima) tahiurn;

e.  mermiliki Integritas, kepomimpinan,
pengalaman, kejujuran, perilaku vang baik,
serta dedikasi yvang tinggi untuk memajukan
dan mengembangkan Persera;

[, dapat melaksanakan tugas secara penuh walktu;
dan

# persyaratan lain berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan  mengenai
perseroan terbalas,

Selain syarat scbagaimana dimaksud pada ayat [1),
uniuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi
Persern adalah orang perseorangan yang cakap
melakukan perbuatan bukum, kecuwali dalarm waktu
3 (lima) tahun scbelum pengangkalannya pernah:;

a_dinyatakan . ..
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a  dinyatakan pailit;

b, menjadi anggota Direlisi, Dewan Komisans, atau
Dewan Peongawas vang berdasarkan putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap
dinvatakan sebagai penyebab suatu Persero
atau Perum dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan bndak pidana vang
merugikan keuangan negara danjatau yang
berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau
tindak pidana lain dengan ancaman hukuman
paling singkat 5 (lima) tahun,

Fasal L5B

Anggota Direksi Persero dilarang merangkap jabatan
sebagal:

-

(1}

anggota Dircksi, Dewan HKomisaris, atau Dewan
Pengawas pada BUMHN laimn, Anak Usaha BUMN dan
turunannya, badan usaha milik daerah, dan badan
usgaha milik swasta;

1abatan struktural dan hangzsional pada
kementenan/lembapa Pemenntah Pusat dan
pemerintah dasrah;

pengurus partai politik, calon anggota legislatif,
anggota legisiati, calon kepala daerah, calon wakil

kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala
dacrah;

jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan; danfatau

jabatan lain sesnai dengan ketentuan peraturan
perundang-undatigan.

Pazal 13C

Angpgota Direksi Persera wajib menandatanpani
kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum
ditetapkan penpangkatannya schagan anggola Direlsi
Persero,

i12) Kontrak . . .
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2] Keontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada
avat (1) disampaukan clch angeetzs Direks: Perseno
kepada Menten, kepala badan peclaksana, danfalau
RUFS.

Pasal 120

Masa jabatan anpgota Dircltsi Persero ditetapkan oleh
RUPS.

Pasal 15E
(1) Jabatan Dircks Persers berhent apabala;
a  meninggal dunia atau berhalangan tetap;
b. masa jabatannya berakhir;, atau

. diberhentikan  sebelum  masa  jabatannya
berakhir karena tidak lag memenuhi
persyaratan schagal angegeta Dirckst Persero
scbagaimana dimakszud dalam Pasal 13A alau
diterhentikan oleh REUPSE.

(2] Dalam hal anggota Direksi Persero diberhentikan
sebhelum Jabatannya berakhir sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf ¢, RUPS wajib membern
kesempatan kepada Direksi vang bersangkutan
untuk membela diri.

Pasal 15F

Dengan memperhatilkan sifat khusus masimg-masing
Persero, Direksi Persero dapat mengangkat seorang
sekretatiz perusahaan.

Pasal 135G

(1] Dircksi Perserc wanb menylapkan rencana kerja
Jangka panjang yang merupakan rencana strategms
vang memuat sasaran dan tujuan Persero yang
hendak dicapaj dalam jangka wakog 5 (lima) tahumn.

(2] Remcana kena jangka  pangang sebagaimana
dimaksud pada avat {l] yang telah ditandatangam
bersama dengan Dewan Komisariz disampaikan
kepada RUPSE untuk mendapatkan persenljuan.

{3} Direksi . . .
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Direksi Persero weajilkk  menyusun rencaha Ketja
tahunan sebelum dimulainya tahun buky yang akan
datang.

Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayal [3) memual juga anggaranh tghunan Persero
untuk tahun buku yang akan dalang.

Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] dizsampaikan kepadas RUPE untuk
mendapalkan persetlyuat.

Rencana kerja tahunan schagaimana dimaksud pada
ayat (3] harus ditelaah terlebah dahula cleh Dewan
Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS.

Dalam hal rencana kerja tahunan yang disampaikan
belum mendapatkan persetujuan dari RUPS, rencana
kerja tahunan tabun yang lampay diberlaloukan.

Hetentuan lebih  lanmjut mengenal rencana kerja
jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dan rencana kerja tahunan sebapaimana dimaksud
pada ayat (3] diatur dalam Petamran Mentet.

Fa=al 15H

Direksi Perzere wajk menvampaikan laporan
tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling
lama & lenam) bulan setelabh tabun Duku Persero
berakhur untuk mempercleh persetujuan.,

Laporan tahunan s=sebapaimana dimaksud pada
ayat {1] paling sedikit memuat:

a, laporan keouangan baik konsolidast maupun
nonkonsolidasi yang paling sedikit terdini atas
neraca akhir tahun buku yanp baru lampau
dalam perbandingan dengan tahun buku
sebelamnya, laporan laba nagi dari tahun buky
yang bersanghutan, laporan arus kas, dan
laporan perubahan ckuitas, serta catatan atas
laporan keuangan tersebut;

b.  laporan mengenai kegiatan Persero;

¢ lapotan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan;

d. rincian - . .
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d. rnincian masalah vang timbul selamea tahun buku
yang tmempengaruhi Kegiatan waaha Perscro,

&, lapuran mengenal tugas psngawasan yang telah
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama
tahun buku vang bary lampay;

f. nama anggota Direksi dan angpota Dewan
Komisans, dan

E. galdantunjangan bag angpgota Direksi dan gaji
atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan  Komisaris untuk tabun yang  baru
larmpaul.

(3] Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
avat {1) ditandatangan oleh semua anggota Dhireksi
Persero dan semua anggota Dewan Komisatis yang
menjabat pada tahun buka yang bersanghutan dan
disediakan di kanter Persero sejak tanggal panggilan
FUPS untuk dapat diperiksa cleh pemegang saham.

(4} Dalam hal ada anggota Direksi Persero atau anggota
Dewan Komizaris tidak menandatangani laporan
tahunan sehagaimana dimaksud pada avat (3], vang
bersanglutan haras menyecbutkan alazan secara
tertulis, atau alasan tersebut dinvatakan oleh Direkesi
Persero dan Dewan Komizsaris dalam surat tersendiri
yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

(20 Dalatm hal terdapat angeota Dircksi Perscro atau
anggota Dewan Komisans Varg tidak
menandatangam  laporan  tahunan sebagaimana
dimaksud pada avat |3) dan tidak themberl alasan
secara tertulis, vang bersangkutan dianpgeap telah
menyeiud 1% laporan tahunan.,

FPazal 151

Ketentuan lebih  lamjur  mengenai rencana kerja
sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 156G dan laperan
tahunan  Persero sebapaimana  dimaksud  dalam
Pasal 15H diatyr dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15J . ..
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Fasal 157

Direksi  Persero wapb memehhara daftar, nsalah,
dokumen keuangan, dan dokumen pcrusahaan lainnya
sebagaimana diatur dalam  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

47. Pasal 16 dihapus,

48 Pasal 17 dihapus.

49, Pasal 18 dihapus-

50. Pasal 19 dihapus.

51, Paszal 20 dihapus.

2, Pasal 21 dihapus.

53. Pasal 22 dihapus.

>4, Pasal 23 dihapus.

55. Pasal 24 dihapus.

36, Fasal 23 dihapus.

57. Pasal 26 dihapus,

58. Bagian Keenam Bab 11 diubah sehingga berbunyi sehagai
beriloat:

Bagian Keenam

De=awan Komisans

% DN antara . ..
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39, Dnantara Pasal 26 dan Pasal 27 disizipkan | {satu] pa=al,
vakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut;

0.

{1}

{2}

Pasgal 264

Dewan Komasaris berjumlah paling sedikat 2 (dua)
orang atau lebih.

Dewan Komizaris sebagaimana dimaksud pada
avat (1] merapakan majelis dan setiap angpotsa
Dewan Komisans tdak dapat bertindak sendin-
sendinnt melainkan berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris.

[h antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 9 {sembilan)
pasal, vakni Pasal 27A, Pasal 278, Pasal 27C, Pasal 270,

Pazal 27E, Pasal 27F, Pazal 27 G, Pasal 2TH, dan Fasal 271
sehingga berbunyi sebaga berikut:

i

Pazal 27A

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisana,
calon [Hevararmy Komisarns harus memenuhi
p':l'E-}'ﬂ.l’EltELn'.

a. warga negara Indonesia;
B sehat jastnani dan rohani;

c. lidak memilika hubungan keluarga baik sedarah
maupun semenda dalam garis keturunan lurus
dan/atau ke zamping sampai dengan derajat
kedua dengan Dhireksi Persere dan Dewan
Komisaris,

d. memiliki pengetahuan yang memadal pada
salah satu kepiatan bidang usaha Persero
terzebut;

e memidiki integritas, Hepernimpnan,
pengalaman, kepuuran, penlaku vaneg baik, dan
dedilkast yang tingpl untuk memajukan serta
mengembangkan Persero; dan

f.  persvaratan lain  berdasarkan Ketentuan
perabiran  perundanp-undangan  mengenal
perscroan terbatas,

(2) Selain . . -
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Selain  syarat sebagaimana dimaksud  pada
avat (1), untuk dapat diangkat menjadi anepata
Dewan Komisans adalah orang perseorangan vang
cakap melakukan perbuatan hukum, kecuall dalam
waktu 5 {lima] tabun =ebelum penganghkatannya
pernah:

a.  dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direks:, Dewan Komisans, atau
Dewan Pengawas vang berdasarkan putusan
pengadilan berkekuatan hukum e tap
dinvalakan sebagan penyebab suatl Perzero
atau Perum dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/fatau yang
berkaitan dengan sektor Hevangan, danfatau
tindak pidana lain dengan ancatman hukarmarn
palimg singkat 5 {hma} tahun,

Pazal Z27HB

Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

a.

(1)

(2)

anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan
Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan
turbnunnys, dan baden wusaha mihk daerah;
dan/atau

jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 27C

Drewan Komisaris wajib menandatangani kontrak
manajemnen dan pakta integritas sebelum ditetapkan
pengangkatannya sebagai Dewan Komisaris.

Kontrek mangjemen scbhagaimana dimaksud pada
ayat (1} dizsampaikan cleh anggota Dewan Komisaris
kepada Menteri, kepala badan pelaksana, danfatau
ELPE.

Pasal 27D

Masa jabatan anggota Dewan Kormigaris ditetapkan oleh
RUPS.

Fasal 27E . . .
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Pasal 27VE
Jabatan anggota Drewan Komisans berhenti apabila:
a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
b, masa jabatannya berakhir: atau

€. diberhentikan sebelum  masa jabatannya
berakhir karena tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagai Dewan Emmisaria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 atau
diberhentikan oleh RUPS,

Dalam hal angpota Dewan Keomisans diberhentikan
sebelum  jabatannya berakhir sehagaimana
dimaksud pada ayac {1} humal ¢, RUPS wajil) memberd
kesempatan pada Dewan Komuwans  yang
bersangkutan untuk membela din.

Pazal 27F

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas
kebijakan pengurisan, jalannya petnpurusan pada
umumnya, balk menpenal Persero maupun ussha
Persero, dan memben nasihat kepada Dircksi
Persero.

Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana
dimaksnd pada ayat (1] dilakukan untuk
kepentingan  Persere dan sesua dengan Luuan
Persero,

Dewan  Kemisaris dalam  melakukan tugas
pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berkewajiban untuk:

a. membenkan pendapat dan saran kepada RUPS
mengenal  rencana  kemga  yang  dmusulkan
Direksi Persero,

b. mengikuti  perkembangan  kegiatan Perzero,
memberikan pendapat dan saran Kepeada RUPS
mengenal setiap masalah yang dianggap penting
bagl penguruzan Perzero;

c.  melaporkan dengan segera Repada petnegang
saham apabla tegadh pejala menurunnya Kinega
Parsero;

d. membenkan . . .
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d.  memberikan nasihat kepada Direksi Persero
dalam melakzanakan pengurusan Persero; dan

c. melakukan tugas pengawasan lain  yang
ditetapkan anggaran dasar Perserp dan/atau
berdasarkan kKeputusan RUPS,

Pasal 27G

Dalam anggaran dazar dapat ditetapkan pemberian
wewenang kepada Dewan  Komisaris  untuk
memberikan persetgjuan kepada Direksi Persero
dalam melakukan perbuatan hukum tertentu,

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan EUPS,
Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan
penguiasan Persere dalam kKeadaan tertentu untuk
Jangka waktuw tertentu,

Dewan Komiusanis yang dalam keadaan tertentno
untuk jangka waktn tertentu melakukan tindakan
pengurusan schagaimana dimaksud pada ayat [(2)
berlaky semua Kelentuan mengenal hak, wewenang,
dan kewajiban Direksi Persero terhadap Perserc dan
pihak ketiga.

Paszal 2TH

Dewan Komisatris wajily

A

tnemtalal  nsalah rapat Dewan  Komisans dan
menyimpan salinannya;

melaporkan kepada Persero mengetal Kepemilikan
sahamnya dan/fatay  keldarcanya pada  Perscro
tersebut dan/atad Persero lain; dan

membenkan laporan tentang tupgas pengawasan vang
telah dilakukan selama tabun buku vang baru
lampau kepada RUPS.

Pasal 271

Ketentuan  Ilebih lanjut menpenaa  pendinan  dan
penyelenggaraan  Persero diatur  dalam  Peraturan
Pemerintah.

61. Pasal 28 _ ..
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Pazal 28 dihapus.
Pasal 2% dihapus.
Pasal 30 dihapus.
Pasal 31 cibhapus,
Pasal 32 dihapus.
Pasal 33 dihapus.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikut:

Pasal 34

(1] Persero dapat menjadi Persero Terbuka dengan
melakukan penjualan saham di pasar modal.

(2] Persero Terbuka s=ebapgaimana dimaksud pada
avat |1) dilaksanakan sesuai dengan undang-undang
mengenal pasar  modal  dan undang-undang
mengenal perseroan terbatas, kecualb ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini.

Bagian Pertama Bab [l diubuh sehinggs berbunyi sebagai
benkut:

Bagian Kesaru

LUmum

Fetentuan Pasal 32 diubah schingga berbunyi sebagai
benilout:
Pasal 35

(1} Pendirian Perum herus memenuhi kdlena antara
laim:

a. bidang usaha atau kegiatannya berkaitan
dengan kepentingan orang banyak;

b. didinkan . . .
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b. didirikan tidak semata-mata untuk mempercleh
kevuntungan; dan

c. berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan
ekonomis yang diperlukan bapi berdirinya suain
badan usaha.

2] Keluasaan Presiden sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 2A, dikuasakan kepada Menten selaku permilik
modal pada Perum.

(3] Pendinan Perwm diusulkan oleh Menteri kepads
Presiden disertai dengan kajian pendinan Perum.

(4) Pendirian Perum  scbagaimana dimaksud pada
ayal [l) dan ayat (2] mempercleh status badan
hukum terhitung sejak diundangkannya Peraturan
Pemernniah tentang pendiriannya.

{8} Peraturan Pemerintah tentang peodiman Perum
sehagaimana dimaksud pada avat (3) memuat antara
lain:

a. penetapan pendirian Perum;
b. anggaran dasar; dan
£. Menterl sebagal pemitik modal.

Bagian Kedua Bab lll diubah sehingpa berbunyi sebagai
berkut:

Bagian Kedua
Tujuan

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebhagai
berikut:

Pazal 36
Tujuan pendirian Perum adalah:

a. menyediakan dan menjamin ketersediaan barang
dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam
rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atan
untuk kebutuhan strategis, dan

b. memperolzh keuntungan.

72, Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 37 diubah sehingee bérbunyi sebagai
Berilout:

Paszal 37
Organ Perum terdir atas:
a. Menteri,
b, Direksi Perum; dan

c. Dewan Pengawas.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehinpgea berbunynl sebagal
herikout;

Fasal 38

{1} Mentert memberikan persemjuan atas kebijakan
pengembangan wsaha Perum vang divsulkan oleh
Lhreksi Perurn,

{2} HKebyakan pengembangan usaha Ferum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinsulkan cleh
Direksi Perum kepada Menteri setelah mendapat
persetujuan dari Dewan Pengawas.

(2} HKebijaken sebaganmana dimaksud pada avat (1)
ditctapkan scsual dengan tujuan Perum  yang
bersangkutan.

Ketentuan Pasal 39 dinbah sehingga berbunyi sebagai
berikiat;

Pasal 39

Menteri tidak bertanggung jawab ataz segala akibat
perbuatan hukum  yang dibuat Peram dan  tidak
bertanggung jawab atas keruglan Perum melebihi nilai
kekayaan negara dalam Ferum, kecuali apabila Menter:

a. baik lanpsung maupun tdak langsung dengan
ikktikad buruk memanfaatkan Perum semala-mata
uniuk kepentingan pribadi;

b. terlibat dalam perbuatan melawan hokum yang
dilatnakan oleh Perum; atau

c. baik . . .
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batk langsung maupun tidak langsung secara
telawan hukum menggunakan kekayaan Perurm.

T3, Eetenluan Fazal 42 diubah sehinggs berbunyi sebagal
benkut:

T

tL

(2]

(3

(4]

Pasal 42

Betiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah
tertenty dari laba bersih untuk cadangan.

Penyvmsihan laba bersth sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan sampal cadangan mencapal paling
sedikit 20% jdua pulubh persen) dan modal Perum.

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) yang
belum mencapal jumlabh  sebagaitmana dimaksud
pada ayat (2], hanva dapat dipergunakan uantuk
menutup keruglan yang tidak dapat dipeouhi oleh
cadangan lain.

Kewajiban penyisithan untuk cadangan sebagaimana
dirnaksud pada avat (1} berlaka apehbila Perum
mempunyal saldo laba yang positit,

Di antara Pasal 43 dan Pazal 44 disisipkan 13 {tiga belas]
pasal, yakni Pasal 43A, Pasal 42B, Pasal 43C, Pasal 42D,
Fasal 43E, Pasal 43F, Pasal 434G, Pasal 43H, Pasal 431,
Faszal 4.3J, Pasal 43K, Pasal 431, dan Pasal 43M sehingea
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2]

Pasal 434

Direksr Perum terdim atas | (satu) orang angrota
Dhircksi Perum atau Iehh.

Dalam hal Direksi Perum terdin atas 2 {dua) anggota
Direksi Perum atau lebih, pembagian tugas dan
wewenang pengumsan Jdi antara anggota Direksi
Perutn ditetaplkan oleh Mentet,

Pazal 438

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perum
ditetapkan oleh Menteri

Fasal 43C . . .
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Pazzl 43C

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dhreks:
Ferum hands memenUuhl persyaratan:

a.
b

LI

warga negara Indonesia,
sechat Jasmani dan rohani;

tidalt memihili hubungan Keluarga bl sedarah
maupun semenda dalam garis keturunan lurus
danfatau ke samping sampal dengan derajat
kedua  dengan  Direksi Perum  dan  Dewan
Pengawas;

mermliki keshhan dan pengadaman dalam
mengelola perusahaan paling singkat 5 [limay)
tahun;

mermiliki INtERrTas, kepemimpinan,
pengalaman, kejujuran, perdaku yanpg baik,
serta dedikas yvang tingg untuk memajukan
dan mepgembangkan Perum,

dapat melaksanakan rugas secara penuh waktu;
dan

persvaratan lain berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain syvaral sebagaimana dimaksud pada aval {1},
untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum
adalah orang perscorangan yang cakap melakukan
perbuatan hukum, kecuali dalam wakta 5 (limaj
tahun sebelum pengangkatannya permah:

=

dinyatakan pailit;

merjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris,
atau Dewan Pengawas vyang berdasarkan
putuzan pengadilan berkelkuatan hukum teap
dinyatalkan sebagai penyebab =zuatu Persero
atan Perum dinyatakan pailit; atau

c. dihukum . ..
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¢, dihukurn Rarens melakukan tindal padana yang
merugikan kecuangan neocpare dan/atau yang
berkallan dengan zektor Kedangan, dan/atanl
tindak pidana lain dengan atcaman hukuman
paling singkat 7 (lima) tabhun.

Ketentuan lebih lanjut mengenal persyvaratan Direksi
Perum sebagaimana dimaksud pada avat [1) diatur
dalam Peraturan Menteri

Pasal 43D
Aanggota Direksr Perum dilarang merangkap jabatan
sebagai:
a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan

(1}

(]

Pengawas pada BUMMN lain, Anak Usaha BUMN dan
turunannya, badan usaha milik daerah, badan usaha
milik swasta, dan jabatan lan yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan;

Jabatan atruktural demn lungsional P
kementenanflembaga Pemerintah Pusat dan
pemenntab dasrah;

pengunls partai politik, calon angpota  legislatif,
angpota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil
kepala daerah, kepala daerah, dan/atan wakil kepala
daerah; dan/fatau

jabatan lain sesuai dengan keteniuan peraturan
perundang-undangan.

Pazal 43E

Angpota Direksi Perum  wajibk  menandatangani
kontrak manajemen dan pakta integntas sebelum
ditetapkan penpangkatannya sebapgal angpota Dhrelos
Perum.

Kentrak manajemen sebapaimana dimaksud pada
ayat (1} disampalkan oleh angeota Direksi Perum
kepada Menten,

Fasal 43F . ..
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Pazal 43F

Masa jabatan anggota Dircks Perum ditetapkan oleh
Menten.

Pasal 436
(1} Jabatan Dircksi Perum berbicnt apabila:
a. mennggal dunia atau berhalangan tetap;
b. masa jabatannya berakhir; atau

c.  diberhentikan  zebelum  masa  jabatannya
berakhir  Rarena Gdak lagn memenuhi
persyaratan scbagail Direksi Perum scbagaamana
dimaksud dalam Pasal 43C atau diberhenukan
oleh Menter:.

{2) Dalam hal anggota Direksi Perum  diberhentikan
sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1} humaf ¢, Menten wajlb memben
kezempatan pada Direksi Perum yang bersangkutan
untuk membela diri.

Paszal 43H

Dengan memperhabkan  silat kKhusus masing-masing
Perum, Direkst Perum dapat mengangkat scorang
sekretaris perusahaan,

Pasal 431

(1} Direksi Perum wajib menyiapkan rencana kerja
jangka panjang yang merupakan rencana sirategis
YENE memuat sasaran dan ujuan Pernam vang hendak
dicapal dalam jangka walktu 3 (lima) tabhun.

{2) Rencana kega Jangka  panjang schagaumana
dimaksud pada avat (1} yang telah ditandatangani
bersama Dewan Penpgawas disampaikan kepada
Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

(3} Dhreksi Perum  wajlb menyusun  rencana  kerja
tahunan sebelum dimulainya tabhun buku yang akan
datang.

[4) Bencana . . .
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Fencana kerja tahunan schagaimana dimaksud pada
ayat (3) memuat juga angearan tahunan Perum untuk
tahun buku yang akan datang.

Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud peda
arval (3 disampaken kepada Menten  untuk
mendapatkan persetujuan,

Rencana kerja tahunan sebagaimana dimnaksud pada
ayat |3} harus diielaah terlebih dahula oleh Dewan
Pengawas sebelurn disampeukan kepada Menten.

Dalam hal rencana keja tahunan yang disampaikan
belum mendapatkan persetguan  dari  Menter,
rencana kerja tahunan tahun  yang lampad
diberlakukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenal rencana kerja jangka
panjang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat [3) diatur dalamm Peraturan Menteri.

Pasal 43

Phreksl Perum wa)ilb menyampaikan laporan tahunan
kepada Menten dalam jangka waktu paling lama
& {enam) bulan setelah tahun buku Perm berakhir

untuk memperaleh peraeiujuan,

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pahng sedikit memuat.

a. laporan keuangan baik konsolidasi maupun
nonkonselidasi vang paling sedikit terdiri atas
neraca akhir tahun buku vang baru lampau
dalamm perbandingan dengan tahun  buku
sebelumnya, laporan laba rugi dan tahun bukuy
vang bersanghkutan, laporan arus kas, dan
laporan perabahan ckuitas, serta catatan atas
laporan kevangan terachut;

laporan mengenal kegiatan Perum;

€. laporan pelaksanaan tanggoung jawab sosial dan

lingkungan;

d. rincian masslah yang timbul selama tahun buku

yvang mempengaruhi kegiatan usaha Perumn;

e laporan . . .
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e, lapeoran mengenal tugas pengawasan yang telah
dilakzanakan oleh Dewan Pengawas selama
tahun buku vang baru lampau,

[. nama anggota Direksi Perum dan anggota
Dewan Pengawas; dan

g Eaji dan tunjangan bagl angeota Direksi Perum
clam gan atau hoenoranum dan tungangan bagi
anggota Dewan Pengawas untuk tabun yang
baru lampau.

(3) Laporan talmmnan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani nleh semua anggota Direksi
Ferum dan setila angeeta Dewan Pengawas yang
rmiejabat pada tahun buku vang bersangkutan.

¥ Dalam hal terdapat anggota Direks: Perum atan
anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani
laporan  tahunan  sebagaimana dimaksud pada
ayat (3], harus discbutkan alasan secara tertulis,
atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi Perum
dan Deowan Pengawas dalam surat tersendivi yang
dilekatkan dalam laporan tahunan.

(o) Dalam hal terdapat angpota Dircksi Perum ataw
aAnIZEota Drtwan Pengawas Yang tidak
menandatanpgani  laporan twhunan sebapaimana
dimaksud pada ayat {3]) dan btidalk memberi alagan
secara lertulis, vang bersangkutan disngeap telah
tnenyeluju 131 laporan lahunan.

Fasal 43K

Ketentuan lehih  lapjut  mengenal rencana kega
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 431 dan laporan
tahunan  Perum  scbagaimana  dimaksud  dalam
Fasal 43J diatur dalam Peraturan Menteri.

Paszsal 43L

Direksi Perum wajib memelihara daftar, risalah, dokuimnen
kevangan, dan dokumen  perisahasn lainnya
sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 43M . ..
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Fazal 43M

Direksi Perum hanya dapat mengajukan permohonan
ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailil
berdasarkan perseinjuan Menteri.

Dalam hal kepailitan terjedi karena kesalahan atau
elalaian Direk=i Perum dan kekayaan Perum tidak
cukup untuk menutup kerugian skibat kepoilitan
tersebul,  setiap anggota  Direksy Perum secara
tangeung renteng bertangpung jawab atas kerugian
tersebut.

Anggota Direksi Perum yang dapat membuktikan
babhwa kepailitan bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya tidak bertangpung jawab  secara
tanpgung renteng atas keragian rersebue.

Dalam hal kesalahan atau kelalaian Direksi Perum
sebagaimana dimaksud pada avat (2] menimbulkan
kerugian bagi Perum, Menten mewalaih Ferum
melakukan luntutan atau gupatan terhadap Direksi
Perum melahu pengadilan.

Pasal 44 dihapus.

Pasal 45 dihapus,

Pasal 45 dihapus.

Pasal 47 dihapus.

Pasal 48 dihapus.

Fazal 49 dihapus.

Pasal 50 dihapus.

Pazal 51 dihapus,

Pasal 52 dihapus.

86 Pasal 33 . .,
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Pasal 53 dibhapus.
Pasal 54 dihapus.
Pasal 55 dibapus,

Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu} pasal,
vakni Pasal S5A sehingga berbunyi sebagal bernikut:

Pazal hEA
(1] Drewan Pengawas berjumlah paling sedikit 2 {dua)
orang.
(2] Dewan Penpgawas sebagaimana dimaksud pada
ayat ({1} merupakan majelis dan sehap anggota
Dewan Pengawas Odak dapar hertindak  sendivi-

sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewat
Pengawas.

Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai
berkut:

Pasal 56

FPengangkatan dan pemberhentian Dewan  Pengawas
dilakukan oleh Menteri.

Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 9 |sembilan)
pasal, vakni Pasal 56A, Pasal 36GB, Pasal 56,
FPazal 560, Pa=zal 36E, Pasal S26F, Pasal 564, Pasal 56H,
dan Pasal 561 sehingga berbunyi sebagai Berkut;

Pa=al 56A

(1] Urntuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas
harus memenuhi persyaratan:
A, wanga negsrd [ndoneasia,
b. sehat Jasmani dan rochani;
c. tidak memiliki hubungan keluarps batk sedarah
maupun semends dalam garis keturunan lurus
dan/atau ke samping sampsi dengan derajat

kedua dengan Direksi Perum dan Dewan
Pengawas;

d. memilikd - . .
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d. mermliki pengetahuan yang memadal pada
salah saty  Kegiatan bidang usaha Perum
tersebunut;

e, memiliki wtegrilas, Keparimpinats,
pengalaman, kejujuran, perilaku vang baik,
scrta dedikasy yang tinge untuk memapukan
dan mengembangkan Perum; dan

f. persyaratan lain  berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2] Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan
Penpawas adalah orang persecrangan yvang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu
o (lima) tahun sebelum penpangkatannya permah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Dhreksi, Dewan komisans, atau
Dewan Pengawas vang berdasarkan putusan
pengadilan berkekuatan hukum tctap
dinvatakan schapal ponyebalr sualu Petseno
atau Perum dinyvatakan pailit; atan

c. dihukum karena melakukan indak pidana yang
merdgikan Keuangan negara dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau
tindak pidana lain dengan ancaman hukuman
paling singkat o (lima) tahuan.

{3} Ketentuan lebibh lanjut mengenai persyaratan Dewan
Penpawas scbapaimana dimalosud pada avat (1) diatuar
dalam Peraturan Menteri.

Pasal S6H
Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagaln

a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atag Dewan
Penpawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan
turunannys, badan wsaha milik daerah, dan jabatan
lain yang dapat memmbulkan benturan kepentingan;
dan/atau

b, jabatan . ..

SK Mo 252638 A
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jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Fasal 5AC

Angeata Dewan Pengawas wajib  menandatangani
kontrak manajemen dan palkia ntepritas sebeluin
ditetapkan pengangkatannya sebagal aneggota Dewan
Pengawas.

Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada
ayat [1} disampaikan cleh anggota Dewan Pengawas
kepada Menten.

Pasal 360

Masa jabatan anggotan Dewan Pengawas ditetapkan oleh
Menten.

(1]

(2}

Pazal S6E
Jabatan angpota Dlewan Pengawas berhenti apabila:
a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
I masa jabatannya berakhir; atan

c. diberhentikan sebelum masa jebatannya
berakhir karcna tidak lagi  memenuhi
persyaratan sebapal Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A atau
diterhentikan oleh Menteri.

Dalam hal anpgota Dewan Pengawas diberhentikan
sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud
pada ayat |1} huruf ¢, Menten wajib memben
kesempatan  pada  Dewan  Pengawas — yang
bersangkitan unmik memhbela diei

Pasal 36F
Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas
kebijakan penpurusan, jalannya pengurusan pada
umuinnya, baik mengenal Peram maupun usaha
Perum, dan memben nasihat kepads Direks Peruto-

12) Pengawasan _ . .
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{2} Pengawasan dan pembenan nasihat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan
Porum dan sesuail dengan tujuan Peram.

Pasal 360G

{1} Dalam anggaran dasar dapat ditctapkan pembenan
wewenang kepada Dewan Pengawas untuk
membenkan persetyuan kepada Direkst Perum
dalam melakukan perbualan hukum letianil,

[2) DBerdasarkan anggaran dasar atau  Peraturan
Pemenintah, Deowan Pengawas dapat melakukan
tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu
untuk jangka wakiu tertentu.

(3} Dewan Pengawas vang dalam keadaan tertentu untuk
jangka waktu terientu  melakoukan tndakan
pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat {2
berlaku zemua ketentuan mengenal hak, wewenang,
dan kewajiban Dhreksi Perum terhadap Peram dan
pihak kchga,

Pa=al 56H
Dewan Pengawas wajib:
a. membuat nsalah rapat Dewan Pengawas  dan
MenyImpan sulinannys;

b. melaporkan kepada Perum mengetan XKepemilikan
sahambya danfatay keluarganya pada persercan,
dan

¢.  memberikan laporan tentang Mgas pengawasan yang
telah  dilakukan selama tahun buku yang bamu
lampau kepada Menteri.

Pazal 5&1

Ketentuan  Jebih lanjut mengenai  pendinan  dan
pernyelenggaraan  Perum diatur  dalam Feraturan
Pemerititah.

92 Pasal 57 . ..
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Fasal 57 dihapus.

Fasal 58 dthapus.

Pasal 59 dihapus.

Fasal 60 dihapus.

Fasal &1 dihapus.

Pasal 62 dihapus.

Di antara Bab il dan Bab IV disisipkan 1 {satu} bab, vakni
Babr INA schingga berbunyi sebagai berikut:

BAH IIIA

PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA

29, Di antara Pasal 62 dat Pasal 63 disisipkan 3 {tiga) pasal,

vakni Pasal 624, Pasal 62B, dan Pasal H2C saehingge
berbunyi scbagan bernikut:

(1)

]

(3

Pa=al 624

Aszet BUMMN wajib dikelola oleh BUMN dengan pnnsip
tata kelola perasahaan vane baik.

Fenguruzan Aset BUMN sebagammana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan cleh Dhireksi berdasarkan
mekanisme vang diamr aleh  Direksi  dengan
memperhatikan pembatasan kewenangan Direksi
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan
RUPRS/Menten.

Azet BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dapat dipindahtangankan, dijaminkan, dan/atau
dikernasamakan dengan pihak ketiga.

{4 Aset ...
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Aset BUMN yvang dapet dipindahtangankan dengan
pihak ketiga schagmimana dimaksud pada ayat (3]
tidak termasuk Asct BUMN yang berada pads
cabang.cabang produks! yang penting bag negara
dan menguasal hajat hidup orang banvak serta Aset
BUMMN vang betrupa bumi, air, dan kekayaan alam
vang terkandung di dalamnya,

Pazal 62B

Menteri menpusulkan pendirian BUMN pengelala
asct kepada Presiden  disertai dengan  Kajian
pendirian BUMN.

BUMN pengelola aset sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) memiliki kewenangan:
a4,  pengelolaan Aset BUMN,

b, Restnikbunszasi balk bidang Kevangan maupub
bisnis dan/fatau revitabizas: BUMN;

¢.  pengelolaan aset bermasalah pada BUMN;
d.  pengelolaan aset produktil milik negara; dan
.  penpelolaan aset vang berasal dar pihak lain,

Pemerintah Pusat dapat membenkan dukungan
kepada BUMN pengelola aset sebapaimana dimaksud
pada ayat (1] dalam bentuk penambahan modal baik
tunai maupun noolunai, pembelian surat berharga
BUMN pengelola aset maupun surat berharga yvang
dikelola oleh BUMN pengelola aset, dan/atau
pemberian penjaminan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMN pengelola
asct scbagamana dimakswud peda avat (1) dan
avat [2) diatur dalam Peraturan Menter,

Fazsal 62C

Ketentuan lebih lanjut mengenal pengelolaan Aset BUMN
schagaimana dirnakesud dalam Pasal 628 dan BUMN
pengelola aset sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 62B
diatur dalam Peraturan Menteri

1400 T antara . - .
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100. Di antara Bab IIlA dan Bab IV disisipkan 1 [satu} bab,
yvakni Bab IIIB sehingga berbunyi sebagal benikut:

BAB II[B

FPENGHAPUSBURKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN

101_3etelah Bab llIB ditambahkan | [satu) bagian, vakni
Bagian Kesatu schingga berbunyi sebagai berikout:

Bagian Kezatu

Hapus Buku dan Hapas Tagih

102, i antara Pasal 52C dan Pazal 63 disisipkan 2 {dua) pasal,
vakni Pasal 62D dan Pasal 62E sehingga berbunyl scbagai
berikiut:

{1}

{2}

(3)

(41

Paszal 620

BUMN mempunyai wewesnang untuk melakulan
hapus buku dan/atau hapus tagh.

Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dapat dilakukan untuk Aset
BUMN.

Aset berupa piutang vang dapat dihapusbukukan
merupakan piulang macet vang telah dilakukan
upava penagihan piwtang secara optimal, npamun
tidak wertagih dan tidak disebabkan cleh adanya
kezalahan.

BEUMMN wajib lcrus melakukan upaya penagihan atas
pintang  yang telah  dibapusbukukan sebelum
piutang dilakukan hapus tagih.

Pazal 62E

BUMN dapat melakukan hapus tagh piutang yang telah
dihapus buku dengan persetyuan Menten untuk Perum
dan Badan untuk Persero.

1013, Setelah | - .
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Setelah Bagian Kesatu ditambahkan 1 {zatu) bagpan, vakni
Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bapan Kedua
Pelaporan

D antara Pasal 62E dan Pasal 33 disisipkan 3 {tiga) pas=al,
yvakni Pasal 62F, Pasal 562G, dan Pasal 52H sehingga
berbuiyi sebagai berikut:

Pazsal 62F

{l} BUMN melaporkan pelaksanaan hapus buku dan
hapus tagh kepada Menteri dap Badan.

{2} Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} disampaikan dalam laporan tahunan BUMN
danfatan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

Badan melaporkan pelaksanaan hapus bukwu dan hapus
1agih kepada alat kelengkapan DFR Rl yang membidangi
BUMHN dan Presiden.

Pasal 52H

Ketentuan lebih lanjut mengenzi ata cara hapuas buku
atas Aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620
dan hapus tagih sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 6G2ZE, =erta tata cara pelaporan =ebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62F ditetapkan dalam Peraturan
Mcntori

Bab IV diubah sehingega berbuny scbagai berilout:
BAaBR IV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMEILALTHAN, DAN
PEMISAHAN BADAN USAHA MILIK NEGAEA

106.

i antara Pasal 62H dan Pazal 63 disisipkan 4 (empat|
pasal, yakni Pasal ©2[, Pasal 52J, Pasal &IZK, dan
Fasal 62L schingga berbunyt schagsn berikut:

Pasal 521 - . .
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Pasal 621

Fenggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Femisahan BUMN diusulkan oleh Menteri kepada
Presiden.

Penggabungan, Peleburan, Penpaonbilalihan, atau
Permmisahan BUMMN  ditetapkan dengan Peraturan
Femerintah.

Pasal 52J

Pengeabungan, Peleburan, Pengambilatihan, atag
Pemizahan BUMN dilaksanakan oleh Menten setelah
ditetapkan  Peraturan  Pemenntah  mengenai
Pengpabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atag
Pemizahan BUMN.

Rencana dan pelaksanaan Penggabungan,
Pcleburan, Pengambilahhan, atau Permsahan EUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada alat kelengkapan DFR Rl vang membidangi
BUMN.

Terhitung s¢ak berlakunyva Penggabungan  ataw
Feleburan BUMN  =zcbhapaimana dimaksud pada
ayat [ 1), scpala kekayaan, hak, dan kewajban BUMN
vang menggabunghkan din atau melcburkan din
beralih karena hukum kepada BUMHN vyang
menerimg  Penggabungan atau BUMN - hasil
Peleburan.

Pasal 62K

Penggabungan arau Peleburan BUMN
mengakibatkan BUMN vang menggabungkan atay
meleburican din berakhir Karena hukum,

Penpeabunegan atau Peleburan BUMN dilaksanakan
tanpa melakukan likuidasi terlebih dahuha.

Pasal 62L

Kerentuan  Jetvh lamut mengenal Penggabutigan,
Feleburan, Pengambilalihan, dan Permisahan BUMN
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 621 sampai dengan
Pasal 62K diatur dengan Peraturan Pemerintah,

107, Pasal 3 . . .
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147. Pasal 63 dihapus.

106. Pasal &4 dihapus.

10%. Pasal 55 dihapus.

110, [ antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 {satu) bab, yakm
Bab IVA s=hinpga berbunyi sebagar herikut:

BAB IVA
AMAK USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

111. 3 antara Pasal 62L dan Pasal 63 disisipkan 3 (tigal pasal,
vakni Pasal G2M, Pasal 62N, dan Pasal 620 sehingga

berbunyi sebapai benkut:
Fazal 62M

(1} Untuk mendukung pencapaian tujuan pendinan
BUMN sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2
avat {1}, BUMN dapat membentuk Anak Usaha
BLUMN.

{2} BUMN dapat memiliki saham dengan hak istimewa
pada Anak Usaha BUMMN.

{2} Pembentukan Anak Usaha BUMN sebagaumana
dimaksud pada ayat (1] harus tmemenuhi persyaratan
antara lain:

a. menyusun kajian keclavakan usshe terkait
pendirian Anak Usaha BUMN; dan

b. sektor usaha Anak Usaha BUMN diutamakan
berkaitan  dengan  sektor  usaha  yang
dikembangkan oleh perusahaan induk.

Pasal 62N

Pembeontukan Anak Usaha BUMN merupakan bagian dan
rencana kerjn  dan  anggaran perusahaan Helding
Investasi, Heolding Operasional, atall BUMN.

Paszal 620, .,
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Pasal 620

Ketentuan lechih lanjut mengenal pembentukan Anak
Usaha BUMN sebapaimans dimaksud dalam Pasal 62M
dan Paszal 62N diatur dalam Paraturan Menteri.

112 Bagian Pertama Babk V1 diubah sehingga bBerbunwi
sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Satuan Pengawasan Intern

113 Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebaga
berikut:

(L)

I

Fazal &7

Pada sctiap BUMN dibentuk satuan pengawasan
intern.,

Batuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dipimpin oleh seorang kepala yang
bertangpung jawab kepada direktur utama.

114, Di antara Pagsal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal,
vakni Pazal 67A sthingea berbunyi sebagai benkut:

Pasal 67A

Satuan pengawasan intern mempunyd LUgas:

a.

membanty direktur utama  dalam melaksanakan
pemerniksaan operasional dan keuangan  Holding
Investasi, Holding Operasional, dan BUMN, menilal
pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya
pada Holding Investasi, Holding Operasional, dan
BUMMN, zerta memberikan saran perbaikan;

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil
pelaksanaan tupas satuan  pengawasan  intern
sebagaimana dimaksud pada burul a kepada
ditektur utama; dan

memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang
telah dilaporkan.

115, Ketenituan . . .
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Hetentuan Paszal 68 diubah sehinegpa berbwanyi sebagai
berikut:

Pasal &5

Atas permintaan tertulis Dewan Kemisans atay Dewat
Pengawas, Direksi membenkan  keterangan  hasil
pemerikgaan atau hasil pelaksanaan rtugas satuan
PCIEAWHSAI Interm,

Ketentuan Fazal 69 diubah schingegs berbunyi sebagai
bkt

Paszal 59

Dircksi wapb memperhatikan dan segera mengambil
langkah wang diperiukan atas selap laporan  hasil
pemeriksaan yang dibuzat oleh satuan pengawasan
Inlern.

Ketentuan Pasal 70 diubah schinpea berbunyi sebagai
berikut:

Paszal 70

(1} Dewan Komisatis atay Dewan Pengawas wajib
membentuk komite audit yang beleda secara kolekal
dan bkerfungsi membanty Dewan Komisaris atau
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

(2] HKomite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipitnpin olet seorang Ketua vang bertanggung jawab
kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.

(2 Sclain komite audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], Dewan Komizans atau Dewan Penpawas
dapat membentuk komite lain.

(4] Keteptwan lebih lanjut mengenai komite  auodit
sebagcaitnana dimaksud pada ayat (1) dan komite lain
scbagaimana dimaksud pada avat (21 diatur dalam
Peraturan Menter.

115 Ketentuan . . .
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118 Ketentuan Pazal 71 dinbah =ehingga berbunyi sebegai
Lrerikut:

Pasal T1

(1) FPemenksaan laporan keuangan perugahaan tahunan
dilakukan oleh akuntan publik vang ditetapkan oleh
RUPS untuk Persera dan ditetapkan oleh Menter
untuk Perum,

(2] Badan Pemenksa Keuangan berwenang melakukan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN
gesuaj depngan Ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3] Pemenksaan dengan twyuan tertentu sebagaimana
dimakzsud pada ayat (2] hanya dapat dilakulkan atas
permintaan alat  kelengkapan DPRE Rl  yang
membidangi BUMHN.

(4] Pemeriktsaan dengan fujuan tertenty sebagaimana
dimaksud poda ayal {3} dilaksanahan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

119.Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 {satu) pasal,
yakni Pasal 714 sehingea berbunyn sebagan berikur:

Pasal 71A

Femeriksaan pengeiolaan dan tanggung jawab kevangan
BUMN dilakukan oleh akuntan publik vang terdaftar pada

Badan Pemenksa Keuangan dan Otontas Jasa Kewangan.

12t} Bab VIII diubah schingga berbuny: sebagan berikut:
BAE VI
RESTEUKTURISAS]

121. Bagian Pertama Bab VI diubah sehingea berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Kesaly

Maksud dan Tujuan Restruktunsasi

122 Ketentuan . . .
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122, Ketenian Pasal 72 diubah sehimgpa berbunyy sebag
berikut:

{1

{2}

(2

(4]

i

()

Pasal 72

Maksud dari RBestruktunsasi BUMN adalah untuk
melakukan:

a. peningkatan Kinerja;
k. penambahan nilai;
c.  penyehatan; atau

d.  penyelamatan.

Keputusan Resirukiurisasi  untuk  melakukan
penvehatan scbagaimana dimaksud pada avat (1)
hurul ¢ ditetapkan cleh Menlen, dengan paling
sedikit memperhatikan asas manfaat yang diperoleh
dan/atau bigya.

Keputusan Restrukturisasi untuk  melakukan

penvelamatan schagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul d ditetapkan oleh komite penyelamalan BUMN,

dengat paling sedikit memperhatikan asas manlfaat

yang diperoleh.

BUMN ditetapkan untuk disehatkan jika dipenuhi

persyaratan sebagai berikul.

a. BUMN menunjukkan prospek usaha yang baik;
dan/atauy

b. perkiraan biaya penyehatan lebih rendah dar
perkiraan biaya tidak melakukan penyehatan
BUMN dimaksud.

BUMN ditetapkan untuk diselamatkan jika
dipenuhi persyaratan scbagai beribut:

a. memiliki dampak soszial ckonomi yang luas
untuk negara; danfatau

b, memiliki manfaat bagi hidup ocrang banyak.

BUMN ditetapkan untuk dibubarkan jika ndak
dipenuhi satu atau lebih persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4 atau zyat (3.

{7] ketentuan . . .



3K No 250548 A

17

PRESIDEN
REPUBLIK IMDDHESIA

- T3 -

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
Resrrukiurisas: BUMN sebagaaomana chmalksud pada
ayat (4] dan ayat (3] diatur dalam Peraturan
Femeruntah.

123. [h antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 {satu] pasal,
vakni Paszal 72A zsehingpa berbunyi sebagai berikout:

Pazal 724

Tujuan Restrukturisasi adalah untuk:

=
h.

LR

d.

meningkatkan kineria dan nilal perusahaan;
menyvehatkan BUMMN;

memberikan manfazt berupa dividen dan pajak
kepada negara;

menghasilkan produk dan layanan dengan harga
yang kempetitif kepada konsumen,; dan/atau

memudahkan pelaksanaan Privatizaal,

124 Ketentuan Pasal 73 diubah sehinges bBerbunyi sebagai
berikut;

(1)

(2]

Fazal 73

Restrukturizasi dengan maksud untuk penyehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)
huruf ¢ dan unmk penyelamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 avat (1) hutul d, dilakukan
melalu;

a. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,
dan Pemisahan,

b pengalihan sabhain;

c. pengeluaran saham baru yang diambil bagian
oleh BUMN; danyfatau

d. mekanisme lain.

Restruktunsast  sebapaimana  dimaksud  pada
gvat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan
kepentingan BUMN, pemegang saham, karvawan,
dan masyarakat,

125, Setelah . _ .
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125, Setelah Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) bagian, yakn
Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebapai berikut:

Bagian kKetga
Komite Penyelamatan

12&. DM antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 2 (dua] pasal,
vakni Pasal 73A dan Pasal 73B sehingga berbunyi sebagai
berikul;

(1]

(2]

(3]

(1}

(2]

Pasal 7234

Untuk mengkaji dan memutuskan penyelamatan
BUMMN, Femerintah Pusat membentuk homite
penyelamatan.

Komite penyelamatan dipimpin oleh Menteri dengan
beranggotakan Menteri Keuangan dan  menter
teknis.

Keanggotaan komite penyelamatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

Pazal 72B
Homite penyelamatan bertugas untuk:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum
serta  persyaratan mekanisme pclaksanaan
penyelatnatan,;

b.  melakukan koordinas: dalam rangka
pengambilan  keputusan penyclamatan dan
menetapkan langkah-langkah yang diperlukan
uniuk mempetlancar proses penyelamatan, dan

c. membahas dan memberikan jalan Keluat atas
permasalahan  strategis yang tmbul dalam
proses penyelamatan.

Komite penyelamatan dalam melaksanakan tugas
schagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta kajian
dan laporan dan Badan terkait BUMN  yang
diselamatkan.

(3) Ketua _ . .
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i3] Ketua komite penyelamatlan melaporkan Secara
berkala perkembangan pelaksanaan tugasova
kepads Presiden.

Ih antara Bab VIl dan Bab IX disisipkan | {satu) bab,
vakni Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagal benkut:

BAB VIIIA
PRIVATIZASI

Bagian Ketiga Bab VIl diubah menjadi Baglan Kesatu
Balb VIITA =ehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Tuuan Prnvatisasi

Ketenlvan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkut:

Pasal 74
Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk:
a.  meningkatkan efizsiensi dan produktivitas
prrusaliaan;
b.  memperluas kepemilikan masyarakat atas
perusahaan;

c. menciptakan struktur keuwangan dan manajtmen
kenanpan vang baik fuat:

d. menciptakan perusahasan yang betrdaya saing dan
bercrientasi global; dan/atau

¢. menumbuhkan iklim usahe, ekonomi makro, dan
kapazilas pasar,

Bagian Keempat Bab VIl diubah menjadi Bagian Kodua
Bab VIIIA sehingga berbunyi sebapai benkut:

Bagran Kedua
Prinsip dan Kntenia Privatisas
121, Ketentuan . ..
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131, Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 75

Fovatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip
transparansi, kemandition, akuntabilitas,
pettanpdungiawaban, Kewgjaran, Kehati-hatian, dan
prnsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi
pasar.

132. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi schagai
berikuai:

(1}

(2]

Pasal TG

Persero yang dapat di-Prnivatizasi paling  sedikit
mermenuhi kriteria:

a.  industn atau sekilor usaha kompetitif;

b, industn atan scktor uwsaha wyang unsur
teknologinya cepat berubah; danfatau

<. industri  atau  sektor usaha yang  tidak
menguasai hajat hidup orang banyak.

Sebagiatn  aset atad kKegiatan dar Persero yang
melaksanakan kewanban pelayanan umum
danfatan yang Dberdasarkan undang-undang
kegiatan wusahanyva harus dilakukan oleh BUMHN,
dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam
penditian perusahaan uantuk selanjulnya apahila
diperlukan dapat di-Privatisasi.

133. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyl sebagai
bBerikut:

Pazal 77

Perserc yang tidak dapat di-Privatizasi meliputi:

.

Persero vang  bidang usahanya  berdasarkan
ketentuan  peraturan perundang-undangan hanysa
moleh dikelola oleh BUMN;

b Perseta - . .
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b. Per=cro yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan
dengan industri stratems pertahanan dan keamanan
negara,

c. Persero yang bergerall di sektor tertentu yang oleh
Femerintah Pusat dibenkan tugas khusus untuk
melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan
dengan Kepentingan masyarakat, danfatau

d. Persero yang bergerak di bidang usaha yang secara
tegas berdazarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dilarang untuk di-Privatisasi,

Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Fasal 78
Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

a, penjualan saham berdazarkan  ketentuan  pasar
modal;

b. penjualan saham langsung Repada imvestor; atay

penjualan saham kepada manajemen dan/atau
karyawan vang bersangkutan.

Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 idua} pasal,
yakni Pazal 78A dan Paszal 73B zchingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 78A

Fresiden dapat melakukan Provatisasi setelah  alat
kelengkapan DPE Rl yang membidang BUMN
membenkat persctujuan.

Fa=al TER

Rencana  Privatisasi  sebapgaimana dimaksud dalam
Paszal 7584 harus dituangkan dalam program tahunan
Privatisasi yang disusun cleh Menteri

136, Bagian . . .
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136, Bagian Kelima Bab VIl diubah menjadi Bagian Ketiga
Bak VII[A sehingga berbunyn sebagau benkut;

Bagian Ketiga

Komite Privatisasi

137 Ketentuan Pasal 7% diubah schinpga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal ¥4

(11 Untuk membahas dan memutuskan kebijakan
tentang Privatisasi, schubungan dengan kebijakan
limlas sektoral, Previden membentuk ssbuah komite
privatizsasi sebagail wadah koordinasi.

(2} Komite privatisazi dipimpin oleh Menteri dengan
beranggotakan Menter Keunangan dan menter
teknis.

[3) Keanggotaan  komite  prnivabsast  sebagaimana
dimaksud pada ayat |2] ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

138, Ketenntuan Pagal B0 didbah sehingga berbuny scbagal
benkut;

Fasal 80
{1} Komite privatisasi bertugas untuk:

a. merumuskan dan menstapkan kebijakan amum
dan persvaratan pelaksanaan Privatisas:,;

b. mcnetapkan langkah yang diperlukan unink
memperlancar proses Privatizasi: dan

c.  membahas dan memberikan jalan keluar atas
permasalaban  siralegis yang btmbul dalam
proses Privatisasi, termasuk yang berhubungan
dengan kebnalkan sektoral Pemenntah Pusat,

(2) Komite prnvatisast delam melaksanakan tugas
zebagaimana dimaksud pada ayat (1]  dapat
mengundang, memintg masukan, dan/alau meminla

bantuan dari instansi Pemenntah Pusat atau pihak
lain yang dipandang perlu.

(3 Ketuaa -,
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{3} HKetua konmute privatisasi melaporkan secara berkala

perkembangan pelaksanaan  tugashva  Kepacla
Presiden.

139 Ketentuan Pasal Bl diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal #1
{1) Dalam melaksanakan Privatisasi, Menteri bertugas
ke

A. menyusun program tahunan Privatisas:,

b, mengajukan program tahunan Pnovatisasi kepada
kemite prnvatizasi untuk memperoleh arahan,
dan

.  melaksanakan Privatisasi.

(2] Dalam rangka tmelaksanakan Privatisasi
scbagaimana dimaksud pada avat (1), Menterni
mengambil langkah meliputs:

a. menetapkan BUMN yang akan di-Privatisasi;

b menstapkan  mmetode  Povatisas  ywang  akan
diprunakan;

c. menetapkan jenis serta rentangan jumlah saham
vang akan dilepas;

d.  menetapkan rentangan harga jual saham: dan

menylapkan perkiraan nilal yang dapat diperoleh
dan program Pnivatizsasi suatu BUMN.

140. Bagian Keenam Bab VI diubah menjadi Bagian Keempal
Bak ¥1ll[4 schingga berbuny achagan berkut:

Bagian Keempat
Tata Cara Privalisan

14]1. Ketentuan Pasz] 82 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkut:

FPasal 82 . -,
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Pasal 82

Privatimast harus didabhuhy dengan tindakan seleks
atas Perserc dan mendasarkan pada kntenia yang
ditetapkan dalam Feraturan Pemerintah,

Terhadap Persero yang telah diseleksi dan memenuhi
kriteria  vang  elah  ditentukan,  setanjutnya
discsialisasikan kepada masyarskat  zetelah
mendapat persetujuan dan alat kelengkapan DPR RI
vang membidangi BUMHN.

142 Pasal 83 dihapus,

142, Pasal 84 dihapus.

144 Bagian Ketuyuh Bab VI diubah menjadi Bagian Kelitna
Bak VIIIA schingga berbunyi sebagal benkut:

Bagian Kelirma

Benturan Kepentingan dan Kerahasiaan Informasi

145 Ketentuan Pasal 82 diubah schinpga berbuny schagai
berikut:

(1)

(€]

SK Ne 252618 A

Pasal BS

Setiap  orang  danfaten badan hukum vang
mempunyal potenst benturan kepentingan dilarang
terlibat dalam prozes Privatizasi.

Pihak yang terkait dalam program dan proses
Provatsas diwajbken menjapa kerahasiaan atas
informast  yang diperoleh  sepanjang  inlormasi
tersebut belum terbuka dan tersedia bag: publik,

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dirnaksud pada avat (1) dan ayat [2) dikenai sanksi

gesldal dengan ketenluan  peraluran perundane-
undangan.

146. Bagian . _ .
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146, Bagian Kedelapan Bab VI diubah menjadi Bagian
Keenam Bab V1A sehingea Berbunyn sebagan berikut:

Bagian Keenam
Hasil Privatisasi

147, Ketentuan Pasal 86 diubah =ehingga berbunyi sebapgai
berilut:
Pasal 85

Hasill Prnvatisasl dengan cara penjualan saham milik
negara pada Persero wajib disetor langsung ke kas negara.

148. [ antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan | (satg) pasal,
vakni Pasal 854 sehingea berbunyi sebagai berikut;
Pazal 864

Ketentuan lebith lanjut mengenai tata cara Privatizasi
BUMN, komite privatisasi, dan tata cara penyetoran hasil
Privatiszagsi sebagaimana dimaksud dalat Pasal 74 sampai
denpgan Pasal 86 diatur dalam Persturen Pemenntah,

149 D1 antara Bab VIIIA dan Bab |X disisipkan 1 isatu) bab,
vakni Bab VIIIB sehingga berbunyi sebagai beribgt:

BAR VIIIE
FPEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

1530, Betelah Bab VINIE ditambahkaty 1 {satu) bagian, yakn
Bagian Kesaty sehingpa berbuny sebagan berikue;

Bagan Kesatu

Pembubaran Persero

151. D1 antara Pasal 86A dan Pasal B7 disisipkan 3 (tiga) pasal,
vakni Pasal 86B, Pasal 86C, dan Pazal 86D =zehingga
berbunyi sebagai berikoug:

Pasal B6B . ..
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Pasal BoE

{i} Pembubaran Perserc terjadi:

a.
b,

berdasarkan keputusan RUPS;

karena jangka wakiu berdirinva vang ditetaphkan
dalam anggaran dasar telah Berakhir,
berdazarkan penetapan pengadilan;

dengan dicabulnya kepailitan  berdasarkan
putusan  pengadilan niaga yang  telah
mempunyal kekuatan hukum tetap, harta pailit
Persero tidak cukup untuk membayar biaya
kepailitan;

karena harta  pailit  Perzero  yang telah
dinyatakan pailit berada dalam  keadaan
msolvensi sebapaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan < bidang
kepailitan; atau

karena dicabutnya irin usaha Persero sehingga
mewajibkan Persere melakukan likuidasi sesuai

dengan  ketentuan peraturan  perandang-
undangarn.

(2] Pembubaran Perszero ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasnl 860

Fembubaran Persero vang dilakukan  berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal RSB
ayat [1) huruf a dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden,

Pussl 320

(1} Pembubaran Perzero scbagaimana ditnaksud dalam
Pasal 86 waib ditkuti dengan likuidasi,

(2} Pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1y chiselesaikan delam jangka waktu paling lama
2 (dua) tahun wejak tanggal pembentulzan tim
likuidasi.

(3] Tagihan yang timbul setelah proses likuudasi sclesal
dapat digjukan terhadap sisa hasil likuidaszi vang
menjadi hak pemegane saham.

{4) Jangka . . .
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14) Janpka waktu penpajuan tagihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} adalah 60 {enam puluh) hari
kalender =ejak tangpal pengumuman berakhirnya
likuidast,

5] Ketentuan Ilebih  lanjut mengenai  pelaksanaan

likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan P=merintah,.

152, Sctelah Baplan Kesaty ditambahkan 1 {satu} bagan,
yakni Bapian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua
Pembubaran Perusahaan Umum

153, Di antara Pasal 86D dan Pasal 87 disisipkan 8 (delapan)
pasal, wakni Pasal B86E, Pasal 26F, Pasal 884,
Pazal #&H, Fasal 851, Pasal 86GJ, Pasal 86K, dan
Pasal 541 sehingga berbunyi sebagar herikut:

Pasal 56E

{l} Perum dapet dibubarkan karena:

a. diretapkan aleh Peraturan Pemenmntah
berdasarkat uwsulan Pemerintah Pusat;

b. jangka waktu berdini yvang ditetapkan dalam
angearan dasar telah berakhir;

L. penetapan pengadilan;

dicabutnya putusan pernyvataan pailit oteh
Pengadilan Niaga schab harta pailit Perum tidak
cukup untuk membayar biaya  kepailitan;
dan/atau

e. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar
sebagaimana diatar dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepailitan.

2] Pembubaran Perum dukuti dengan hkoadas,

(3) Likuidasi . . .

5K No 252615 A
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(3] Likuidasi sebagaimana dimaksud pade avat {2}
didakukan oleh hkwdator yang ditunjuk oleh Menten,

(4] Pembubaran Perum ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal B6F

Pembubaran Perum yang dilakukan berdaszarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pazal 86E
avat [1) huruf e divsalkan oleh Menteri kepada Presiden
selelah berKonsultasi dengan alal kelengkapan
DFE RI yang membidang BLUMN.

Pasal 860

Pengadilan dapat membubarkan Perum scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 86E ayat (1) hurdd ¢ atas
permochonan Menteri.

Pasal 86H

Likuidasi dalam hal pembubaran Perum sebagaimana
dimaksud dalamm FPasal 86E avat (1} huruf ¢ dilakukan
zesual dengan ketentuan dalam Peraturan Pemenntah
mengenai pembubaran Perum,

Fa=al A6l

Likuidator wajib mendaltarkan dalam Daftar Perusahaan
dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara
Republik [Indonezia hasil akhir proses likaidas serta
mengumumkannya dalam 2 {dua] surat kabar hanan
dalam waktu paling lambat 30 ftiga puluh) han setelah
ditetapkannya Peratyran Pemerintah atau penetapan
peoeadilan mengenai persetyjvan atas  hasil  akhir
likuidasa.

Pasal 864

Dalam hal tdak ditentukan lain dalam Peraturan
Pemerintah tentang permmbubaran Perum, sisa kekayaan
hasil ikwdas digetorkan ke kas negara.

Pasal 86K . . .
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Pazal 86K

(1] Perum vang sudah dinyatakan bubar hanya dapat
melakukan perbuatan hukum untuk  melakukan
pemberesan Kekayaan dalam proses ikudasi,

(2] Pemberesan kekayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} meliputi:
a. pencalatan dan perigumpulan kelkayaan;
b. pencntuan tata cara pembagan kekavaan;
<. pcmbayaran kepadz para kreditor;
d

pembayaran  sisa  kekayaan hasil likuidasi
kepada Menteri; dan

£, tndakan lein yang perlu dilukukan dalam
pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Pasal B6L

Fetentlan lebaby lanjut mengenan pembubatan BUMDN
schogmmana dimaksud dalam Pasal 86B sampa dengan
FPasal B6K diatur dalam Peraturan Pemerintah.

154. i antara Bab VIIB dan Bab IX disisipkan 1 [satu] bab,
yakni Bab VIIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIC
HAK MONOPOLI

155. i antata Pasal 86L dan Pasal 57 disisipkan 1 (sana)
pasal, vaknt Pasal 86M schingga berbuny sebagai benlout;

Pasal 8aM

1) Presiden dapat membenkan hak menopoll kepada
BUMM atau Anak Usaha BUMN untuk memproduksi
danfatew memasarkan barang dan/atau jasa yang
berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seria
cabang-cabang produksi yang penting bagl negara,
dalam rangka kepentingan negara dan/fatau hal lain
vang berdasarkan pertimbangan Presiden.

2] Ketentuan ...
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Ketentuan Ickbih lanjut mengenai pemberian hak
rmonopaoli sebagaimana dumaksud pada ayat (1) diatur
daolatm Petaturan Pemerintah.

156. Bab [X diubah schingga berbunyi sebagai berikut:

BAR X
SUMBER DAYA MANLUZIA

157 Ketentuan Pasal 87 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

(1]

{<}

[3)

[4)

=

6]

Pasal 87

Dalam penyelenpggarazn BUMN, BUMN didukung oleh
sumber daya manusia yang profesional dan berdaya
saing global.

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
arat (1} merupakan karyawan BUMN yang
pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan
kewajibannya ditetapkan berdasarkan  peraturan
perusahaan atan perjanjian kerja bersama yang
minimal  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Karvawan BUMN scboagaimuana dimaksud  pada
ayat [Z) dapat berasal dan masyarakat setempat
danfatayy  penyandang disabilitas sesuwal dengan
ketentuan petaturan perundang-undangan.

Karyawan BUMN scbagsimana dimaksud  pada
ayat {2) yang berasal dan karvawan peremplat datrat
menduduki posisi jabatan Direksi, Dewan Komisarnis,
atau jabatan manajerial lamn di BUMN.

Karvawan BUMN  sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] bukan merapakan penyelenggara negara.

Karyawan BUMN sebapgaimana  dimaksud pada
ayat (2) dapat ditupaskan dan/atau diperbantukan ke
BUMN lain untuk jangka wakto tertentu.

[7) Katvawan . . .



PRESIDEH
REFLUELIK INDONESIA

-B& -

(7] Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada
ayvat |2] harus memenuhi standar kompetensi yang
ditentukan oleh peraturan perusabaan.

{8 EKaryawan BUMN sehagaimana dimaksud  pada
ayat (2] dapat membentuk serikat pekerja sesuai
dengan ketentuan peraturan penundang-undangat.

{9} Ketentuan mengenai karyawan BUMN scbagaimana
dimaksud pada ayvat (2) sampai dengan ayat (4) diatur
dalam Peraturan Menten,

158.Di antara Pazal ¥7 dan Pasal 83 disisipkan 2 (dua] pasal,
vakni Pasal B7A dan Pasal 878 sehingga berbunyi sebagai
bkt

Pasal 67 A

BUMN dapat mempekerjakan t=naga kerna asing sexual
depgan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87E
(1} Untuk meninpgkalkan kompeiensi sumber daya
manusia BUMN, kemenierian yang

menyelenggarakan urusan pemenntahan di bidang
BUMN danfatay Badan menpembangkan
pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
termasuk pengembangan pembenlukan énlitas yang
menyelenggarakan kegiatan pengembangan
kompetensi pada BUMN.

2] Ketentuan lebih lanjut mengenar pendidikan dan
polatihen sumber dava manusia =sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menten,

15%. Di anlera Bab 1X dan Bab X disisipkan 1 (satu} bab,
yvakni Bab XA schingga berbunyi sebagai berikul:

BAB IXA
FENUCGASAN KHUSUS

160, Di antara . . .
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160, [h antara Pasal B7B dan Pasal 83 disisipkan 2 {duaj pasal,
yakni Pazal 87C dan Pasal 870 sehingea berbunyi sebagai
berikuat:

{1}

(2]

2]

(4]

2]

)

I7]

i1]

Pasal 870

Pemenntah Pusat dapat membernikan penugasan
khusus kepada BUMN atan Anak Usaha BUMN yntuk
menyelenggarakan  ungsi  kemanfeatan amum,
penclitian dan pengembangan, serta novas nasienal.

Penugasan khusus sebagamana dimaksud pada
ayat (1] harus terleblh dahuly mendapatkan
persetujuan Menteri

Penugasan khusus sebapaimans dimaksud pada
avat {1} ditetapkan olch Presiden.

Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilakukan dengan tetap memperhatikan
tyjuan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan
BUMN atau Anak Usaha BUMN,

Dalarm hal penugasan Khuosus  sehagaamanda
dimaksud pada ayat [1} membutuhkan pendanaan
danfatau =ecara finansial tidak layak, Pemenntah
Pusat memberikan pendanaan.

BUMN atau Anak Usaha BUMMN yvang dibetikan
penugasan  khusus  clch Pemenntah  Pusat
schagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
pencatatar  administratif ataun pembukvan  yang
terpisah mengenal  penugasan  lersebut Jdar
pembuluan delam rangka pencapaian sasaran usaha
perusahaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusns
sebagaimana dimaksugd pada ayat {1} sampai dengan
ayat it] diatur dalam Peraturan Pemenntah.

Pasal 87D

Dalam rangka penugazan khusous sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57C, Menteri melaligkan
koordinasm dengan Mentenn Kevanpan dan menten
teknis.

12) Koordinasi . - .
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{2} Koordinasi Menteri dengan Menten Kevangan dan
menteri teknis sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan dengan surat keputuzan bersama.

161, [ antara Bab IXA dan Bab X disisipkan 1 (satu)] bab,
yvakni Bab IXB =sehingga berbuny: sebagan bernkuat:

BAB IXB
TANGGUNG JAWAR SOSIAL DAN LINGKUNGAN

162, Di antara Pasal 87D dan Pasal 88 disisipkan 1 [salu)] pasal,
yvakni Pasal 8YE =sehingga berbunyi sebagai benkut:

Pasal 87E

{i} BUMN, Anak Usaha BUMN, dan turunannya wajib
melaksanakan tanpgung jawab  sosial dan
linghungan.

{2} Tanggung jawab sosial dan lingkungan scbagaimana
dimalrsud pada avat (1) dilakzsanakan melalui:

4. pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan
kerja  sama dengan usaha mikro,  Kecil,
menengah, dan koperasi, seria lembaga lain;
dan

.  pembinaan masyarakat di seluruh wilayah
Megara Kesatuan Republik Indonesia dengan
mengulamakan masyaraket di wilayah sekitar
BUMN berada.

(3} Sumber dana pembinaan dan kena sama dengan
usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan
pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat |2] mecliputi:

a. penyisihan sebapian laba bersih BUMMN pada
tahun anggaran sebelumnya;

b, anggaran kegiatan vang diperhitungkan sebagai
biaya pada BUMN dalam tashun anggaran
berjalan; danfatan

c. sumber _ . .
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. sumber lain yang sah sesual dengan kctentuan
peraluran perundang-undangan.

Pembinaan masyarakal sebagairmana dimaksud pada
ayat 2] huruf b dilaksanakan oleh BUMN yang
bersanpkutan dan dapat bekerja sama dengan pihak
lain.

BUMN dalam batas kepatutan dapat memberikan
donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perandang-undangan.

Ketentuan lebih lamut mengenal  pelaksabaat
tangpung jawab sosial dan ingkungan schapaimana
dimaksud pada ayat {1) sampai dengan ayat {3} diatur
dalam Peraturan Menteri.

163. Di antara Bab [XB dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab,
vakoi Bab [XC sehingga berbunyl sebaga benkut:

BAR IXC

PENYELESAIAN PERESELISIHAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

184, [ antara Pasal 87E dan Pasal 88 disisipkan 1 (sat) pasal,
vakru Pasal 87F sehingea berbuny: sehagaa benkut:

(1]

(2]

{3)

SK No 252608 A,

Pasal B7F

Sefiap sengkets vang terjedi antar-BUMN, Anak
Usaha BUMN, danfatauw perusahean  terafiliasi
diselesaikan dcngan cara musvawarah  untuk
mencapai mulakat.

Dalam hal musvawarah untuk mencapal mulakat
schagaimana ditmaksud pada ayat (1) cdak tercapai,
atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa, beda
pendapat, ateu perzelisihan  diselesaikan  melalui
secrang mediator.

Dalam hal para mhak dalam jangka wakiu
14 [empat belas) hari kalender tidak bersepakat
dalam menunjult seorang mediator, kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerinahan di
bidang BUMN akan menunjuk scorang mediator,

i4) Kesepakatan . . .
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168.

169,
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(4) Kesepakatan penyelesalan sengketa, beda pendapat,
atawu perselisihan adalah Mnal dan mengikat para
pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad haik.

Pasal 88 dihapus.

Di antara Bab IXC dan Bab X disisipkan 1 {satu) bab,
vakni Bab [XD schingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XD
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30 dihapus.

Ketentuan Pasal 93 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

FPasal 93

Dengan berlakunya Undang-Undang mi, terhadap scgala
PenuRasan yang masih berlangsung, mengikuti ketentuan
dalam Undang-Undang im.

D antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 [satu) pasal,
yvakni Pasal 93A sehingga berbuny scbaga benkut:

Faszal 93A

Dalam hal Perserc bergerak di bidang perbankan,
ketentuan mengenai jangka wakm likuidasi Perzero
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86D ayat (2],
mengikutl ketentuan hkuidasi di bidang perbankan.

Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai
bernkut:
Pazal 94

BUMMN wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-
Undang ini paling lama 1 (sata) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini dinndangkan.

171, Di anlata ., . .
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171. Di antara Pasal %4 dan Pasal 95 disisipkan 2 |dua) pasal,

valkni Pasal 94A dan Pasal 94B schingga berbunyi scbaga
b rikoat:

Pasal 944
Pada saat Tdang-Undang ini mulal berlaku;

#.  semda peraturan | penundang-undangan yang
mengatur mengenan BUMN dinyatakan masih tetap
berlaky sepatpang  tdak  bertentangan  dengan
ketentuan dalam Undang-Undang im; dan

b. semua  kKeténtuan dalam peratdran perundoang-
undangan yang mengatur mengenal kekuasean
pengelolaan kevangan negata atas kekayaan negara
vang dipisahkan pada BUMMN, perbendaharaan
negara, penerimaan negara bukan pajak, dan
perscroan terbatas tidak berlaku sepanjang telah
diatur khusus di dalam Undang-Undang .

Pasal 4B

Peraturan pelaksanasn dan Undang-Undang ini hamus
ditetapkan paling lama © {2natm} bulan terbitung seak
Undang-Undang ini divundangkan.

Pasal Il

Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republils
Indonesia melaluw alat kelengkapan yang menangani
bidang legizlasi wajib melalukan pemantavan  dan
peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini 2
([dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan
berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-
Undang mengenal Pembentukan Peraturan Perundang-
wndangan.

Undang-Undang m  mula  berlaku  pada tanggal
dinndangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerinotahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya  dalam Lembaran Negara  Republik
Indonesia,

Drisahkan di Jalarta
pada tanggat 24 Februari 2035

PRESILGEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada Langeal 24 Februari 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDCGNESIA,
trd.

FRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOMESIA TAHUN 2025 NOMOR 25

Halinan sesuad dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REFUBLIK I[NDONEZIA
1 Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

na Dyarman
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESLA
NOMOE 1 TAHUN 2025
TENTANG

FERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

. UMLUM

Pepiyelenggaraan BUMN  harus  beriujuan  untuk  mewwudkan
kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indenesia, Hal
ini berarti segala wsaha vang dilakukan oleh Negara melahul BUMN harus
bertujuan agar masvarakat dapat lebih menikmati kesejahteraan dan
keadilan sosial secara merata,tanpa terkecuali. Untuk mewnjudkan tujuan
tergebut maka Negara harus mengelola BUMN dengan mengacu pada prinsip
atay, asas yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan
BUMN perlu dilakukan pemisshan  antata fungsi pengawasan dan
operasional.

Prinsip tersebut menjadi legitimasi dan dasar hukum bapi Negatra untuk
menguasai cabang-cabang produksi vang penting dan strategis melalun
berdirinya BUMN vang di dalamnya diamanatkan Negara memiliki lungsi
untuk mengatur (regelendaaed), mengunis  [Besneursdoad), mengelola
{beheersdnad), dan mengawas  ffoezichthoudensdaad]) cabang-cabang
produksi terscbut. BUMHN didinkan scbagai perpanjangan tangan dari
Megara dalam menjalankan tjuan Negara yang tidak duapat dilakukan
melahu tagas pemerintahan, tetapi harus dilakukan melalin mekanisme
usaha.

Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting
dan strategis, antara lain karena membenkan  sumbangan  bagi
perkembangan perckonomian nasional pada umumnys dan penerimaan
Megara peda khususnya, mempercleh keuntungan, menyediakan barang
dan fatau jasa yang bermuty dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang
dan/atau jasa bagl kemanfaatan umum dalam rangka pemenuban hajat
hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis
kegiatan usaha vang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan
koperasi, imelakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan
membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi,
scria masyarakat,

Upaya . . .
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Upaya penungkatan cfisiensi BUMN zangat penting dilakukan uniuk
mendorong kinerja BUMM agar mampu berperan sebapai salah satu alat
Hegara untuk meningkatkan kesejphteraan rakyat dengan memberi
pelavanan yvang lebih bBaik kepada masvarakat den tidak membebani
keuwangan Megara. Mengingat peran strategis EUMN bauk secara sosiologis
maupun ekonomis dalam mencapal tujuan negara kesejahteraan, diperlukan
BUMN yang berdaya saing secara global.

Pengaturan dalam Uncang-Undang ini menegaskan definisi BUMN vaim
badan vusaha vang selurth alag sebapan besar toodalaya ditmmlild oleh negars
melalui penyertaan secara langsung. Selain itu, pengaturan mengensal asas
dalam penyelengparan BUMN yaitu berazaskan atas demckrasi ekonomi dan
prinsip tata kelola perusahasn yang baik.

Pergaturan mengenai modal Badan atzu BUMMN berasal darn APBN dan
noen-APBN. Penyertaan modal negara ke Badan atau BUMN harus mendapat
persetujuan dart DPR Bl Penambahan pengaturan mengenai Badan Pengelola
Investasi Daya Anagata Musantara scbaga badan hukum, tugas dan
kewenangan serta organ Badan. Ada beberapa penambahan persyaratan
untuk dapat diangkat sebagai Direksi Persero atau Perum, Dewan Komisans,
dan Dewan Pengawas.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara tegas mengenai Badan, Aolding
Investasi, Aolding Operasional, Bestruktunsasi, Privatisasi, pembentukan
Anak Usaha BUMN, dan/atau pembubaran BUMN, Sclanjutnya, pengaturan
mengenai hak monopoli kepada BUMN untuk memproduksi dan/atau
metnasarkan barang dan/atay jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang
banyak serta cabang-cabeang produlisi yang penting begi negara, dalam
rangka kepenbingan negara. Pengaturan dalam bab tersendin mméngenad
sumber daya manusia dalam penvelenggaraan BUMN serta pengaturan
angaung jawab sosial dan lingkungan.

Perneriniah Pusal dapar memberikan penugasan khusus kepada BUMN
untuk menyelenggarakan funesi kemanfaatan umarn, penelitian dan
pengembangan, scrta movasi dengan tetap memperhatikan tyuan BUMN
serta mempertimbangkan kemampuan BUMMN. Selaputnya terdapat pula
pengaturan mengenai satuan pengawasan intern, komite audit, dan komite
lainnya. Terdapat pula pengatutan mengenal pemeriksaan eksternal yang
dilakkukan oleh akuntan publik yang ditetaploan oleh RUPE unituk Persers dan
ditetapkan oleh Mentenn untuk Perum. Pengaturan mengenai kewszjiban
BUMN untuk melaksanakan pembinaan usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi serta pembinaan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia
dengan tmengatamakan mesvarakat di wilayah di sekitar BUMN berada
sebagal bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Belain it
diatur jupa tata cara penyelesaian perselisihan yang terjach antar BUMN, Anak
Usaha BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi disclesatkan vaitu dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat.

iI. PASAL - ..
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II. PASAL DEMI FASAL

Pasal |
Anpgka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jeias.

Angka J
Pasal 1A
Ayat {1}
Huruf a

SK Ne 252754 A

Yang dimaksud dengan *prinsIp
kebersamaan”® adalah prinsip yang mendorong
peran BUMN agar dalam kegiatannyva dapat
mewnudkan kepentingan bersama selurah
rakyat Indoneaia.

Hurul b

Yang dimaksud dengan "prinsip efiziensi
berkeadilan® adalah prinsip Vang
mengedepankan  efisiensi  dalam  usaha
rmewljlidkan ikhm usaha vang adil, kondusif,
dan berdaya saing.

Hurul ¢
Yang dirmaksud dengan *prinsip
berkelamulan” adalah prinsip yang melandasi
proses pembangunan yang

berkesinambungan sehingga terbentuk
perekonomian yang tangguh dan mandisi.

Hurufd ...
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Hual d

Yang dimaksud dengan “prinsip berwawasan
lingkungan® adalah penyelenggataan BUMN
harus tetap mermperhatikan dan
mengutamakan pelindungan can
pemeliharaan lingkungan hidup.

Hurul

Yang dimaksud dengan “prinsip  menjaga
keseimbangan, kemajuan, dan Kesatuan
ekonomi nasional” adalah  prinsip  yang
melandasi  penyelenggaraan BUMN  yang
menysimbanghan aptara kepentingan
individu, masyvarakat, serta  Kepentingan
bangsa dan necgara schingga mergadi bagian
dari pembangunan  kesatuan  eKonomi
tasional.

Huruf

Awvat [2)

Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola
perusahaan yang baik™ adalah siruktur dan
proses yanpg digunakan dan diterapkan organ
perusahaan untuk meningkatkan pencapalan
sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan
nilai perusahaan bagi seluruh  pemangku
kepentingan SECAr akurnitabel dan
berlandaskan peraturan prrundang-
undangan serta nilai-nilai etika,

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi’
adalah keterbukaan dalam melaksanaken
Proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengungkapkan
informasi matcal dan  relevan mengenai
perusahaan scsual dengan kKetentuan
perundang-undangan dan/fatau  angRaran
dasar mengenai keterbukaan inlormasi.

Hurufb . . .
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas
adalah kejelasan ungsi, pelaksanaan, dan

n

pertangungrawatman UTRAN sehingga
peneclolaan perusahaan terlaksana secara
clektil.

Huruf ¢
Yang dhimaksud dengan “prinsip

pertanggungawaban” adalah kesesuaian di
dalamm pengelolaan  peruszahaan  terhadap
peraturan perundang-undangan dan prinsip
korporasi vang sehat.

Hurul 4

Yang dimaksud dengan “prinzip kemandirian®
adalah prinsip vang melandas;
penyelenggaraan BUMN dengan merjaga dan
mengedepankan prefesionalitas tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh  atau
tekanan dan pihak manapun vang tidak
sesual  dengan  peraturan  perandang-
undangan dan prnsip lkorporas yang schat.

Hurufl e
Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran®
adalah keadilan dan kesetaraan i dalam

memenuhi hak pemangku Repentingan vang
limbul berdasarkan pernanpian dan peraturan
perundang-undangan.

Angka 4
Pasal 2
Avat [1)
Huruf a
Cukup jelas.
Humf b
Cukup j¢las.

Hurale . .
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Hurul ¢

Kegiatan  perintisan  merupakan  suatu
kegiaran usaha untuk menvediaken barang
danfatau  jasa  yang dibutuhkan oleh
masyarakat, namun keglatan tersebut belum
dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi
karena Secara komersial tidak
metguniungkan,  Oleh Karena  itu,  tupas
tersebut dapat dilakukan melalu penugasan
kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan
masyarakat luas yang mendesak, Pemerintah
Pusat dapat pula menugasi suatu BUMN yang
mempunyal fangsi pelavanan Kemanfaatan
umuin untuk melaksanakan  program
ketmitraan dengen pengusahs eolongan
ckonomi lemah.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas,
Huruf g
Cukup jelas.
Avyat {Z)
Cukup jelas.
Ayat {3}
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka & . . .
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Angka &
Pagal 3A
Ayat |1}
Cukup jelas.
Avat 2]
Culiug jelas.
Avat [3)
Kekuasaan yang dikuasakan kepada Menten dan
Badan termasuk kekuasasn Pemerintah Pusat
selalu pemegang seham pada BUMN dan pemilik
modal pada Perum.
Pasal 3B

Cukup jelas.
Pasal 3C

Hurul a

Cukup jelas.
Hurul b

Cukup jelas.
Hurul ¢

Culup jelas.
Hurufl <

Cukup jelas.
Hurul e

Cukup jelas.

Hurul [

Cukup jelas.
Hurul g

Cukup jelas.
Hurulh

Cukup jclas.

Hurufi. ..
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Huruf
Cukup jelas.
Huruf j

Cukup elas,
Huruf k

Cukup jelas,
Huruf |

Yang dimaksud dengan “kewenangan laan® adalah
kewenangan lan yang terkait dengan pongurusan
dan pengawasan BUMN.

FPaszal 2D
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas,

Angka 9

Fasal 3E
Cukup jelas.

Pasal 3F
Cukup jelas.

Paza] 36
Cukup jelas.

Pazal 3H
Cukup jelas.

FPasal 31 . . .
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Pazal 31
Avat (1]
Ketja sama dengan pihak ketiga tetap menempatkan
Femernintah Priaat MMEmMegang kedudukan
menentukan dalam pengambilan kebyakan dan
keputuszan.
Aval | &)
Cukup jelas,
Avat |3]
Cukuyp jelas.
Pogal 3.7
Cukup jelas.
Pasal 3K
Cukup jelas.
Pasal 3L
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jclas.
Angka 11
Pazal 3M
Cukup jelas.
Pasal 2N
Avat (1]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Perwakilan dari kementerian yang
menyelengearakan sinkrorti sas dan

SK Na 230503 A

koordinasi sérta penpendalian pelaksanaan
urnsan kementerian dalam penyelenggaraan
petrerintahan di bidang  perekonomian,
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerinlahan i bidang kevangan,
kementenan yang menyclengearakan urdsan
pemerintahan  di  idang BUMN, dan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang  investasi adalah
pahng rendah pejabat aselon 1

Hurmfd . ..
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Huruf d
Cukup jelas.
Ayat {2}
Cuklup jelas.
Ayat {3}
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 3F
Cukuyr jelas.

Pasal 20}
Cukup jelas,

Pasal 2R
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Fazal 3T
Avat [1)
Culiup jelas.
Avat (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Hurui b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jatas.
Hurut d
Cukup jelas.

Humfe . ..
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Huruf e
Cukup jelas.
Huruaf I

Yang tmewalill Badan di dalam dan di Juar
pengadilan adalah kepala badan pelakzana.

Avyat {3}
Cukup jelas.

Pagal 31
Cukup jelas.

Fas=al 3V
Culup jelas.

Pasal 3W
Cukup jelas.,

Pasal 3X
Cukup jelas.

Pasal 3Y
Cukup jelas.

Pazal 32
Cukup jelas.

Pasal 3AA
Culkup jelas,

Angka 12
Cukup jelas,

Angka 13
Cukup jelas.

5K Wo 252748 A
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Angka 14

SK No 252747 A,

Pasal 3AB
Avat (1]

Yune dimaksud dengan “mendirkkan Holding
Investas1” adalah mendirikan BUMN baru atau
menunjuk salah satu BUMN yang telah ada untuk
menjadi Holding Investasi.

Avat (2]

Cukup jclas.
Avat |3

Cukup jelas.
Avat |4

Cukup telas,
Avyat |5

Cukupr jelas.
Avat |6

Cukup jclas.

Paszal 3AC
Hutul a
Culup jelas.,
Hurul b
Cukup jelas.
Hurul ¢

Pemberdayaan aset dilakukan antara lan dengan
mecnctapkan kebijakan mengenal pemberdayaan
aset.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf «
Cukup jelas.

Huruf . ..
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Huraf I

Cukup jelas.
Hurul g

Cukup jelas.
Hurul h

Cukup jelas.
Hural i

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 1o

Pasal 3AD

Culnap jelas.

Pasal 3AE

Cukup jelas.

Pasal 3AF

Cukup jelas.

Pas=al 3AG

Angka 17

Cukup jelas.

Cukup jclas.

Angka 18

Pasal 3AH

Cukup jelas.

Pasal 3al
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Culup jelas.

Pasal 3AJ . . .
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Pasal 3AJ
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 2AK
Avat {1}

Yang dimaksud dengan “mendirikan  Holding
Operazional’ adalah mendirikan BUMN baru ataw
menunjuk salah satg BUMN yvang telah ada untuk
menjadi Holding Operasional.

Ayat (2]
Cukup jelas.
Avyat (3]
Cukup jelas.
Pazal 3AL
Cukup jelas.

Pasal JAM
Culkup jelas.

Fazal 3AN
Cukup jelas.

Angka 21
Cukup jelas.

Angka 22
Cukup jelas,

Angka 23
Pasal 4

Cukup jelas.
Angka 24 . _ .
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Angka 24
Cukup jelas.

Angka I3

Pasal 4A
avat (1)
Lukup j=las.
Avat |2]
Cukup jelas.
dyal 3]
Hurnal a
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jelas.
Hurul d

Pemyvertaan modal negara dalam  rangka
penuposan Pemerintah Pusat dibenkan
kepada Badan untuk diteruskan kepada
BUMN penerima penugasan,
Ayat (4]
Culolp jelas.
Axyar (3)

BUMHN adalah badan hukum privat yang modalnya
merupakan milik dan  tanggung jawab BUMN
sebagar badan hakum bak yang berasal dar APBM
maupun non-APBM, Oleh karenanya haras dibina
dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang batl

Avat [6)
Cukup jclas.

Fazal 4B . _ .
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Puasal 4B

Modal dan kekayaan BUMN merpakan tulik BUMN dan
setiap keuntungan ata] Kerugian yang chalami oleh BUMN
bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.
Keuntungan atau keruglan BUMN termasuk tetapi ddak
terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN vang
timbul dari pengeloslaan sebagian atan selurub aset
kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atauw
nperasional BUMN bersangkutan.

Argka 20
Cukup jelas,

Angka 27

Pasal 4.
Lukup jelas.

Angka 28
Cukup jelas.
Angka 29

Pasal &
Dihapus.

Angka 30

Pasal &
Dihapus.

Angka 31

Pa=zal 7
Dihapus.

Angka 32 . ..
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Anghka 32

Pasal 8
[nhapus.

Angka 33

Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 34

FPasal 9A
Culilp jelas.

Angka 35
Cukup jelas.

Angka 36

Fasal 9B
Cukup jclas.

Pasal 9C
Culkup jelas.

Fazal Bl

Cukup jelas.
Pazal 9E

Cukup jelas.

Pazal 9F
Cukup jelas.

Pasal 9;

Tidak dimaknal bahwa bukan merupakan penyclenggara
ncgara yang mcnjadi pengurus BUMN statusnya sebagai
penyelenggara negara akan hilang.

Patal 9H . ..
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Pasal 9H
Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 35

Fasal 10
Cukup jelas.

Anghka 3%

Pasal 11
Dihapus.

Angka 40
Cukuyp jelas,

Angka 41
Pasal 12
Hurul a
Cukiup jelas.
Hural b

SK No 2521741 A

Perzero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional
dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar
melalhll penyvedinan barang danfalaun jasa yang
bermutu dan berdaya saing bnggl balk di pasar
dalam negeri maupun internasional. Dengan
demikian dapat meningkatkan Keuntungan dan nilai
Persern vatg  bersangkutan sehimgea akan
mermnbenkan manfaat yang optimal bagl pihak yang
terkait.

Angka 42 . . .
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Angka 42
Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 43
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 14

Cukup jclas.

Angka 45
Fazal 14A
Avat (1)

Yang dimaksud dengan “Direksi Persers™ adalah
Direksi selain Direksi Holding Investasi,

Direl:si Persero terditi atas direktur utarmna dan / atau
direkur lamnya s¢sual dengan kcbutuhan.

Avat |2)

Cukup jelas.
Avat [3)

Cakup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Angka 46

Pazal 13A
Ayat (1]
Hurul a

Cukup jelas.

Humil b . ..
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Hutal t

Cukup jelas.

Hurual ¢

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga
sampai dengatt derajat kedua™ adalah:

Hubhungan Keluarga Karena perkawinan
adalah hubungan seseorang dengan.

g.
b

suanmi araw s,

nrang tua dati suami atall st {derajal
saty vertikal);

suami atau istri dari anak iderajat satu
vertikal);

kakek dan nenek dari suami atan istri
{derajat dua vertikal);

suami atau istri dari cucu {derajat dua
vertikal);

saudara dan suami atau i1stri beserta
vuarmi Atau 1stnnya dan saudara yang
bersangkutan {derajat dua horizontal};
dan

suarmi ataw 1stn darn saudara kandung
alau tirl orang yeng berzangkutan
[derajat dua horizootak).

Hubungan kelyarpa Karena Keturinan
adalah hubungan seseorang dengan:

a.

b.

orang tua dan anak [derajat  salu
vertikall,

kakek dan nenelk serta cucu {derajat
dua vertikal]; dan

saudara kandung atau tiri darn orang
yang obersangkutan ({derajat dua
honzontal).

Hurufd . ..
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Huruf d

Yang dimaksud dengan “keahlian” adalah
kompetensi atas bisnis inti BUMN vang akan

dijabat,

Hurufc
Cukup jelas,

Huruf [
Cukup jelas,

Hurul g
Culiup jelas.

Ayat (2]

Hural a
Culup jelas.

Hurul b
Untul menentulan angeota Dircks atau
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
dapat dinyatakan sebagai penyebab Perserno
atau  Perum dinyatakan pailit  haras
didasarkan pada gugatan danj/atan tuntutan
vang dapat diajukan kepada anggota Direksi
dan/fatan anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas vang mcnjabat pada saat Porscro
atau Perum dinyatakan pailit, dan/atau
kepada angpota Dhreksi danfatau angpota
Dewan Komisanis/Dewan Pengawas perniode
gebelum Persero atan Perum dinyatakan
pailit.

Hural ¢
Cukup elas.

Pasal 158
Lukup jelas.

Pasal 15, ..
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Pasal 150
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen”
adalah statement of corporate intent [SCIT) antara lain
memuat janji atau pernyataan Dhircksi Perscro untuk
memenuhi segala terget vang disepakati antara
pemegang Saham, Dewan Komsans, dan Direks
Perzers. Kontrak manajemen tersebut  dapat
diperbaharui  setiap tahun  untuk  disesuaikan
dengan kondisl dan perkembangan perusabaan,

Awat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15D
Cukup jelas,

Fasal I15E
Cukup jelas,

Pasal 15F

Sekretans perusahaan (corporate secretary)  berfungsi
untuk memastikan bahwa Persero mematuhi peraturan
tentang persyaratan  keterbuliaan  sejalan dengan
Penerapan  prinsip  good corporale  governance  scorta
memberikan inlormasi untuk Direksi Persero dan Dewan
Komizaris =ecara berkala apabila dimunta. Sekretaris
perusahaan harus memenuhl kualiikas: profesionalisme
yang memadai. Sekretaris perusahaan diangkat dan
diberhentikan oleh Direksi Persero serta bertanggung
Jjawab kepada Dircksi Persero,

Pasal 150G
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Rencana kerja jangka pamjang memuat antara lain:

a. evaluasi . . .
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a. evaluas pelaksanaan rencana schelumnya;
posisl perusahaan saat iny,

C. asumsi-asumsi yang dipakai dalam
penasunat;

d. mis Persero, sasaran usaha, strategl usaha,
kebijakan perusahaan, dan program kerja;

e. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap
anggaran program kerja; dan

. proyeksi kevangan Persero.
Ayat 13

Cukup jelas,
Ayat (4]

Cukup jelas.
Avat (3]

Cukup jelas.
Ayat (B

Cukup jelas.
Ayat [7)

Culkup jclas.
Awat [(B)

Cukup jelas.

Pasal L5H

Ayal [1)
Cukup jelas.

Ayat [2)
Cukup jelas.

Ayat [3)
Dewan Komisaris sebelum menandatangani laporan
tahunan yang disampaikan oleh Direksi Persers,
wagjity membahas secara bersama-sama dengan
Direksi Persero. Dengan ditandatangani bersama,
semua  anggeta  Direksi Persero dan  Dewan

Komisaris bertanggung jawab atas isi laporan
tahunan dimaksudd.

Avatr(4) . ..
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Awvat [4)

Alasan anggota Dhreksi Persero tidak
menandatangani perlu dijelaskan secara tertulis
kepada RUPS agar RUPS dapat menggunakannya
sebagal salash szatu bahan peortiimbangan 2alam
membenkan penilaan terhadap laporan tersebut.

Ayat [3)
Culup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 13J

Yang dimaksud dengan “dokumen perusahaan lainnya®
adalah data, catatan, dan/ata keterangan yang dibuat
danfalaw  diterima  oleh  perusahasn  doalam rangka
peladrsanaan keglatannya, balk tertulis di atas kertas atan
sarana lain namun terekam dalam bentuk corak apapun
yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Angphka 47

Pazal 16
Dihapus.

Angka 45

Pasal 17
Dihapus.

Angka 49

Pasal 18

Dihapus.

Angka 50

SK No 252735 A

Pasai 19

Dihapus.
Angka 51 ...
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Anghka 51
Pasgal 20
Dibapus.
Angka 52
Pasal 21
Dihapus.
Angka 53
Pasal 22
[nhapus.
Angka 54
Fasal 23
Chhapus.
Angka 55
Pasal 24
Dihapus,
Angka 56
Pasal 25

Dihapus.

Angka 537
Pasal 2&
hhapus,

Angka 53
Cukup jelas.
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Anghka 39
Paszal 26A
Ayat {1}
Dewan Komizaris terdiri ataz komisaris ytama
danfatayg  Komisaris  laimnya sesla dengan
kebutuhan.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Angka 60
Pazal 27A
Ayat (1]
Hurul a
Cukup jelas.
Hurul &
Cukup jelas.
Hurul ¢

Yang dimalesud dengan “hubungan keluarga
sampal dengan dermyat kedua®™ adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawmnan
adalah hubungan zesecrang dengan:

a. suami ataw isti;

b. orang tua dari snami atal istr {derajat
aatu vertikal);

<. suami atau istn dan anak (derajat satu
vertikal);

d. kakek dan nenek dari suami atau istri
[derajat dua verlilal);

c. suar ataw istri dan cucu {derajat dua
vertikal);

[ saudara dar suami atay istri heserta
suarm alau isttinya dan sauwdara yang
bersangkutan {dergjat dua honzontal);
dan

B Suarm . .-
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g. suami atau 1stri dan saudara kandung
atair Hri orang vang bersangkutan
{dervajat dua horizontal).

2. Hubungan Keluwarga karena  keturunan
adalah hubungan sesecrang dengan:

a. orang tua dan anak [derajat sarn
vertilal);

b. kakeck dan nenck serta cucu [derajat
dua vertikal), dan

£. saudara kandung atan tiri dar orang
yang hersangkutan (detajat  dua

horizontal}.

Hurul d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas,
Huruf {

Cukup jelas.

Axat [2)

Huruf a

Cukup jelas,
Huruf b

Untuk menentukan angpota Direksl atan
anggota Dewan Kemisatis/Dewan Pengawas
dapat dinyvalaken scbagal penvebab Persero
atan Perum  dinyatakan  pailit  harus
didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan
yvang dapat diajukan kepada anggota Direksi
dan/atawn angeota Dewan Komisans/Dewan
Pengawas vang menjabat pada saat Perscmo
atau Perum  dinyvatakan pailit, dan/atau
kepada anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas periode
sebelum  Persero atadl Peram  dinyatakan

pailit,

Hurule - . .
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Hurul ¢

Culkup jelas.

Cukup jelas.

Paszal 270

Avat(l)

Yang dumaksud dengan “kontrak manajemen®
adalah siotement of corporate intent [3CIH antara lain
memuat jangl atau pernyataan Dewan Komisaris
untuk memenuhi segala target vang dizepakati
antara pemegang saham, Dewan Komisaris, dan
Direksi Persero. Kontrak manajemen tersebut dapat
diperbahara  setiap tahun untuk disesualkan
dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Avat 23]

Pasal 27D

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 27E

Cukup jelas.

Pasal 27F

Cukup jelas.

Pazal 270

Avat (1)

Cukup jelas.

Avat [2)

SK. Mo 252731 A

Ketentuat ini tmemberd wewenatng kepada Dewat
Komisaris untuk melakukan pengurusan Persero
vang scbenamya hanya dapat dilakukan oleh
Dhreksi Persero dalam hal Direksi Perserc tidak ada.
Apabila ada Direksi Persero, Dewan Komisars hanya
dapal melakukan Lindakan tertentu yang ditentukan
olech RUPS dalam angparan dasar dan peraturan
perundang-undangan.

Avat (3] . . .



Axyal 3]

Cukup jelas,

Pasal 27H

Cukup jelas,

FPasal 271

Cukup jelas.

Angka al
Pasal 28

Dihapus.

Angka 62

Pasal 29

Dihapus.

Angka 63

Pasal 30

Dihapus.

Angka 64
Pasal 31

Dihapus.

Angka 65
Pasal 32

Dihapus.

Angla 66

Pasal 33

Dihapua.
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Angka &7
FPasal 34
Cukup jelas.

Angka 6E
Cukuyp jelas.

Angka 6%
Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 70
{Cukup jelas.

Angka ¥l
Pasal 36
Ccukup jelas.

Angka 72
Fazal 37
Cukup jelas.

Angka 7.3
Fa=al 38
Ayat |1)

SK No 252729 A

Menteri sebagai perwakilan pemilik modal Penam
mmenetapkan Kebpakan pengembangan Perom yang
bertujuan menctapkan arah dalam mencapal tujuan
perusahaan balk menyangkut kebijakan mnvestasi,
pembiayaan wsaha, sumber pembiayaannya,
penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan
pengembangan lainnya,

Mengingat Dewan Penpawaz akan mengawasi
pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi
Perum kepada Menlern harus didahulan derngan
persctujuan dan Dewan Pengawas.

Menteri . . .
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Menten =angat berkepentingan dengan modal
negara yang tertanam dalam Perum untuk dapat
dikembangkan. Untuk  itu masalah  imyvestasi,
peimbiayaan, serta pemaniaatan hasil usaha Perum
perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan
pengembangan perusahaan.

Dalam rangka memberikan peractupuan atas uaal
Dircksi Perum tersebut, Menterl dapat mengadakan
pembicaraan hal-hal yang berkaitan dengan
kebijakan sekioral.

Avat |2)

Cukup jelas.
Avat |3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Angka 73

Mengingat meodal Perum pada dasarnya merupakan
kekavaan negara, pemilik modal hanya bertanganangjawab
sebesar nilai penvertaan vang disetorkan dan  tidak
mehputi harta kskavaan negara o luar modal tersebilat,

Jika teradi wndakan di luar mekanisme korporasi
sebagaimana diatur dalam Pasal ini, tanggung jawab
secara terbatas tersebut menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan "Kekavaan negara dalam Perum”
adjalab modal negara dalam Peram.

Perum dibedakan dengan Persero karena silat usahanya.
Perum dalam usahanya lebih menekankan pada
pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan
mauput penyediaan barang dan jasa,

Pasal 42

SK No 253544 A

Cukup jelas.

Angka 76 . .
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Angka 76
Pazal 43A
Avat [1)
Direksi Peram terdirl atas direlktur utama dan/fatau
direktur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Direktur lainnya seswai dengan RKebuivhan antara
laun dicektur sumber daya manusia dan direktur
keuangan dan/atau aset,
Avat (2]
Cukup jelas.
Pasal 438
Cukup jelas,
Paszal 43C
Avat (1}
Huruf a
Cukup jelas,
Huraf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “hubungan Kelaarga
sampal dengan derajat kedua” adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan
adalah hubungan seseorang dengan:

a. suami atay istr:

k., orang tua dar suami alay st [dergjat
satu vertikal);

C. suami atau istri dari anak [derajat satu
vertikall,

d. kakek dan nene=k dan suami atau 1stn
(derajat dua vertikall,

€. suami . . -

SK No 252727 A
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<. suami atau 1ztr darn cucu (derajat dua
veriikal);

(. =audara dari suami atau istri beserta
suami atau istrinya dari saudara yang
bersangkutan {derajat dua horizontal};
dan

B. suarmi atau istri dan saudara kandung
ataw tin orang yang bersangkutan
[derwyat dua horizontal).

2. Hubunpan keluarea Karena Keturunan
adalah hubungun seseorang dengan:

a. orang tva dan anak {derayat sato
vertikal):

b. kakek dan nenek serta cucu jderajat
dua vercikal]; dan

c. saudara kandung atau tiri dan ocrang
yang bersangkutan (dergjat  dua
honzontal).

Hurul d

Yang dimaksud dengan “keahlian®™ adalah
kompetens altas bisms intt BUMN yang akan

dijabat.
Hurul ¢

Cukup jelas.
Hurufl f

Cukup jelas.
Hurui g

Cukup jelas.

Avat (2}

Huruf a

Cukup jelas.

Hurud b ...



BK N 252725 A

PRESIDEM
REPUBLIK INDOMNESIA

- 34

Hurul b

Untuk menentukan angegota Dircksi atau
angeata Dewan Komisans/Dewan Pengawas
dapat dinyatakan sebagai penyebab Persero
atau  Perum  dinyalakan pailit haros
didasatkan pada gupatan dan/atan tuntutan
vang dapat diajukan kepada anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan
Fengawas yang metpabal pada saat Perscro
atauy Perum dinyatakan pailit, dan/atan
kepada anpecta Direks: dan/atau anggota
Dewan Komisanis/Dewan Pengawas periode
sebelum  Persero atay Perum  dinyatakan
pailit.
Huruf ¢
Cukup jclas.
Aat (3]

Cukup jelas.

Fa=al 43D
Cukup jelas.

Pasal 43E

Ayat (1)

Yang dimaksud denpgan “kontrak manajemen”
adalah staterment of corporate intent (SC1) antara lain
memugt jan atau pernyataan Direksi Perum untuk
memenuhi segala target vang disepakali antara
Menteri, Dewan Pengawas, dan Direksi Perum.,
Kantrak mansgjermnen tersebut dapat diperbahanii
sehiap lahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan
perkembangan perusahaan.

Awvat (2]
Cukup jelas.

Pasal 43F
Cukup jelas.

Pasal 435 . ..
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Cukup jelas.

Pa=al 43H

Cukup jelas.

Pasal 421

Avat |1]

Rencana kerja jangka panjang memuat antara lain:

a.
h.

C.

f.

cvaluas pelaksanasn rencana schelumnya;
po=isi perasahaan saat ini;

ASUIMEI-AS1MEi yang dipakai dalam
penyusunan;

misi Perym, sasaran usaba, stralegi  usaha,
kebijakan perusahaan, dan program kerja,

anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap
anggaran program kerja; dan

proveksi Kevangan Peram.

Avat [2)

Cukup jelas.

Ayat [3)

Cakup jelas.

Ayat [4)

Cukup jclas.

Ayat {T)

Cukup jelas.

Avat {G}

Cukup jelas.

Ayat (7]

Cukup jelas.

Ayvar (2)

Cukup jelas.

Pasal 43J . ..
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Paszal 43J
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat [2)
Cukup jelas.
Avat [
Diewan Pengawas scbhelum menandatangani laporan
tahunan vang disampaikan oleh Direksi Perum,
wajib membahas =ecara bersama-zama dengan
Direksi Perum. Denpgan ditandatangani bersama,
sermua angrota Direksi Perum dan Dewan Pengawas
bertanpgeung jawab  alas =i laporan  lahunan
dirmmaksud.
Ayat [4)
Alasan anggots Direksi Perum atan anggota Dewan
Penpawas dak menandatanearm perlu dyelaskan
secara tertulis kepada Menten agar Menten dapat
menggunakannya scbagal  salah  =atu  bahan
pertimbangan  dalam membernikan  penilalan
terhadap laporan tersebut.
Avat [5)
Cukup jelas.
Pazal 43K
Cukup jelas.
Pasal 43L

Yang dimaksud dengan “dokumen perusahaan lainnya®
adalah data, catatan, dan/atau keterangan yvang dibuat
dan/fatan  diterima  cleh  perusahaan dalam  reangka
pclaksanaan kepiatannya, baik tertuliz di atas kertas atau
sarana lain namun terekam dalam bentuk corak apapun
yvang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pasal 43M

Awat [1)

Cukup jelas.
Ayac {2} . ..
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Avat 12]

Kesalahan atau kelalaan
dimaksud dalam ayat ini harus dapat dibuktikan
terlebih dahulu dan diputuskan oleh pengadilan
vang  berwenang  sebelum  pertanggungawahban

Perum vyang

serara tangEung renleng dapal dilaksanaloan,

Avat (3
Cukup jelas.
Avat [4)
Cukup jelas.
Angka 77
Pasal 449
Dihapus.
Angka 78
Pasal 45
Dihapus.
Angka 79
Pasal 46
Dihapus.
Angka BO
Pasal 47
Duhapus.
Angka 21
Pasal 48
Dihapus.

SK MNo 252722 A
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Angka B2

Puasal 4%
Dnhapus.

Angka B3

Pasal 50
Dihapus.

Angka B4

Pasal 21
[hhapua.

Angka 85

Pazal 52
Dihapus.

Angka 8G

Pa=sal 33
Dihapus.

Angka 87

Pasal 54
Dihapus.

Atigka BS

Pasal 35
Dihapus.

Anghka BY

Pasal 534
Cukup jelas.

SK No 252721 A
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Angka 90
Pazal 56
Cukup jelas.

Anglka 9]

Pasal 364

Ayat (1)
Hurul a

Cukup jelas.

Humi b

Cukup jelas,

Huruf ¢

Yang dimaksoud dengan “hubungan keluarga
sampai dengan derajat kedua® adalah:

1. Hubungan keluarga Karens perkawinat
adalah hubungan sescorang dengan:

a.
b.

SK No 252720 A

SUAamIi atau 15tr;

nrang tua dari suami atau istri {derajat
saty verlikal);

slarT alau sl darl anak (deragat satu
vertikal];

kakek dan nenek dan =uami atan istrl
iderajat dua vertikall;

suar atay 1stn darn oucy {dergjal due
vertikal);

saudars dan suami alay istn beserta
suami atau 1strinya dari saudara yang
bersangkutan {derajat dua horizontal};
dan

auarmi ataw isin dan savdara kandung
atau tm orang yang bersangkutan
tderajat dua horizontal).

2. Hubungan . . .
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2. Hubungan keluarga karena keturunan
adalah hubungan seseorang dengan:

a. orang tua dan anak [derajat satu
vertikal);

b. hakek dan nensk serta cucu [derajac
dua wveartikal); dan

c. saudara kandung atau tir dan orang
vang bersangkutan {derajat  duoa

horizontal).

Hurul d

Cukup jelas.
Hutul &

Cukup jelas.
Hural {

Cukup jelas.

Avart (2)

Hural a

Cukup jelas.
Hurul b

Untuk menentukan anpgela [reks oatau
anggota Dewan Komisans/Dewan Pengawas
dapat dinyvatakan sebagai penyebab Persero
atar  Perurmn dinyatakan  pailit | harus
didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan
vang dapat diajukan kepada angeota Dircksi
dan/fatan anggota Dewan Komizans/Dewan
Pengawas vang menjabat pada saat Perserc
atall Perum  dinvatekan pailit, danfatau
kepada anggota Dircksi danfatau  atggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas penode
sebelum  Persero atau Perum  dinyztakan
paulit,
Hurul ¢
Cukup jelas.

Ayat (3
Cukup jelas.

Pasal 568 . . .
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Cukup jelas.

Pazal 5&C

Ayat [1)

Yang dimaksud dengan “kontrak manajemen®
adalah stgtement of corporate intent [SCI) antara lain
memual janjt atau permyataan Dewan Pengawas
untuk memenuhi segala target yang disepakati
antara Direksit FPerum dan Dewan Pengawas.
Kontrak manajemen tersebut dapat diperbahari
setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan
perkembangan perusabaan.

Ayal {2}

Fasal 36D

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Fazzl 55E

Cukup jelas.

Fa=al 56F

Cukup jelas.

Pasal o600

Axyat (1)

Cukup jelas.

Avat (3]

Hetentuan ml memberi wewenang kepada Dewan
Pengawas untuk melakukan pengurisan Perum
yang sebenarnya hanva dapat dilukukan olch
Lhreksl Perum dalam hal Direksi Perum tidak ada,
Apabila ada Direksi Perum, Dewan Pengawas hanya
dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan
oleh Pemerintah Pusat dalam anggaren dasar dan
ketentuan peraturan perundane-undangan,

Ayat {3}

Cukup jelas.

Pasal >GH . . .



Pasal a6H

Cukup julas.

Pasal 36l

Cukup jelas.

Atgka 52
Pasal 37

Dhbapus.

Angka 93
Pasal 58

Chhapus.

Angka 94
Pasal 59

Dikapus.

Angka 93
Fasal &

Dihapus.

Angka 96
Pasal Gl

Dihapus.

Angka 97
Pasal 6

Dihapus.

Angka 98
Cukup jelas,

SK No252M7A
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Angka 99

Pagal 634
Avat [1)
Cultup jelas.
Avat [2)
Culup jelas.
Avat [}

Kerja vama dengan pihak keliga tetap menempatkan
Pemenintah Pusat MEMERANE kedudukan
menentukan dalam pengambilan kebpakan dan
keputusan.

Avat [4)

Culiup jelas.

Pasal &2B

Ayat (1)

Cukup jelas.
Axat 2]

Cukup jelas,
Avat |3

Surat berharga yang dikelola BUMMN pengelola asct
dapat berupa reksadana.

Avat |4
Cukuyp jelas.

Fasal 62C
Cukup jelas.

Angka 100
Cukup jelas.

Angka 101
Cukup jelas.

Angka 102 . ..
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Angka 102
Pazal 62D
Ayak (1]
Cukup jelas,
Ayat (2]

Yang dimaksud denpan Aset BUMN  dalam
ketcntuan i adalah aset dalam bentuk piutang
atan aktiva tetap.

Ayat (3)
Culkup jelas,
Avat |4
Cukup jelas.
Pasal 62E
Cukup jelas.

Anglka 103
Cukup jelas,

Angka 104
Pasal 62F
Cukup jelas,
Pasal 620G
Cukup jelas.
Pagzal 62H
Cukup iclas,

Angka 1035
Cukup jelas.

Angka 106
Pasaal 621
Cukup jelas,
Pasal 62J
Ayat [1}

Cukup jclas.
Avat [2) . ..
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Ayat (2]

Terhadap pemindahan segala kekayaan, hak, dan
kewajiban BUMN yang menggabungkan din atau
meleburkan diri ddak dibutuhkan aktafperjanjian

pemindahtanganan  sepala  kekayaan, hal, dan
kewanban tersendir.

Avat [3)
Cukup jelas.

Pasal 62k
Cukup jelas.

Pasal 62L
Cukup jelas.

Angka 107
Pasal 63
Dihapus.
Angka LDA

Pasal 64
Dihapus.

Angka 10%
FPasal B2
Dihapus.

Angka 1140
Cukup jelas.

Anpka 11

Pasal 62M
Avat 1)
Cukup jelas,
Avat (2

Hak istimewa yang dimiliki oleh BUMEN diatur lebih
Janjut dalam anggaran dasar Anak Usaha BUMN.

Avat [3) . ..
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Avat ()
Cukup jelas,

Pasal 62N
Cukup jelas,

Pasal 620
Cukup jelas.

Angka 112
Cukup jclas.

Angka 113
Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 114

Pazal 67A
Cukup jelas.

Angka 115
Fazal 68
Cukup jelas.

Anghka 116
Pazal 69
Cukup j=las.

Angka 117
Paszal 70
Aval (1)
Cukup jelas,
Aval |2
Cukup jelas.
Avat [3) . . .
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Aval (3]

Yang dimaksud dengan “kKomite lain” antara lain

komite nominasi dan komite remunerasi,

Ayat (4]

Angka 118
Pasal 71

Cukup jelas.

Ayat (1)

Laporan kcusngan perusahaan mencakup laporan
tahunan Persero atau Perum.

Pernerikzaan laporan keuangan [franaal qudd)
perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh opini
auditor alaz kKewajaren laporan keuangan dan
perhitungan tahunan perusahaan vang
bersangkutan. Opini auditer atas laporan Kevangan
dan perhitungan tahunan dimaksud diperlukan aleh
pemegang saham/Menten antara lain dalam rangka
pemberian ooyl 2t decharge Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas petusshean. Sejalan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perseroan terbatazs dan pasar modal,
pemeriksaan laporan keuangan dan perhitungan
tahunan Persero dilakukan ¢leh akuntan publik.

Avat (2]

Pemerikzaan dengan tujuan tertentu  terhadap
BUMN dilakukan untuk pemeriksaan yang terkait
dengan pengeunaan  dana pemerintah  (misal
penvertaan modal negara) dan bukan dalam hal
terkait bisnis korporasl.

Avat [3)

Cukup jelas,

Avat (4)

Angha 11%

Pasal T1A

Cukup jelas.

Cukup jelas.

SK No 252712 A
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Angka 120
{ukup jelas.
Arngka 121
Cukup jelas.
Argks 122
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Cukup jelas.
Avat |3)
Cukup jelas,
Avat |4
Cukup jelas.
Ayat 15
Huruk a
Yang dimaksud dengan “memiliki dampak
zosial ekonomi vang luas untuk negara”
adalah BUMHN tersebur memiliki keletkaitan
vang tingel dan etal dengan BUMN lain,
Kegiatan usahanya bersifat padat karya,
memiliki penugasan negara atau memilikd
risiko yvang sistemik baik ke sektor kenangan
maupun sektor lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “memiliki manfaat
bagi hidup orang banyak" adalah BUMN
tersebut memiliki manfaat yang tinggi, tidak
dapat digantikan dengan BUMN lain (tidak ada
subatitasi), serla memiliki dampak vang besar
terhadap kedaulatan dan ketahanan nasional.
Avat [6)

Cukup jelas.

SK No 250343 A
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Avat {¥)
Cukup jelas.
Angka 123
Paszal 72A
Cukup jelas.
Angka 124
Pagal 72
Ayat (1]
Hurul a
Cukup jelas.
Hurul b
Pengalihan saham antar BUMN antara lain
melalui penyetoran modal secara nontunai
mengeinakan saham  suaty BUMN  oleh
negara Kepada BUMN lainnya dalam rangka
pembentukan peruzahaan imduic,
Hurul ¢
Cukup jelas.
Hurufl ¢
Mckanisme lain antara lain mckanisme yang
dizsepakatl antara pemberi pijaman dengan
BUMN penerima pinjaman sebagai bagian
penyehatan dan  penyelamatan  BUMN
dimalisucl,
Avat (2|
Cukup jelas,
Angka 125
Culiup jelas.
Angka 126
Pasal 734
Cukup jelas,
Pazal 73B . ..
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Pasal 73B
Cukup jelas.

Angka 127
Cukup jelas.

Angka 128
Cukup jelas.

Angka 129
Pasal 74
Cukup jelas.
Angka 130
cukup jelas.
Angka 131
Pasal 75
Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” termasuk
dalam  penggunaan  jasa  penilai  independen untuk
menentukan penilaian Persero vang altan di-Privatisasi.
Yang dimaksud dengan “kondis1i pasar adalah Kondsi
pasatr domestik dan internasional.
Angka 132
Pasal 76
Avat (1)
Huruf a

SK No 250342 A

Yung dimaksud dengan “industri atau sekior
usaha kompeltitl® adalah industri/ sektor
uzaha yang pada dasarnya dapat diusahakan
oleh siapa =aja, baltk BUMN maupun swasta,
Dengan kata lain tidak ada peraturan
perundang-undangan  (kebijakan sektoral)
vang melarang swasta melakukan kegiatan di
scktor terachut, atau tegasnya sektor tersebut
tidak semata-mata dikhususkan uantuk
BLUMN.

Huraf b . . .
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Huraf b

Yang dimaksud depgan “industri atau sektor
usaha wang unsur teknologinya copat
berubah™ adalah industrifscktor usaha yang
ditandai dengan perkembangan teknologi yang
sangatl cepatl den radikel dan memetiukan
Investasl vang sangdat besar untuk menpgant
teknologinya,

Hurmf -

Culiap jelas.
Ayat {2}
Cukup jelas.

Angka 133
Pasal 77
Cukup jelas.
Angka 134
Pasal T&

Huruf =

Yang dimaksud dengan  “penjualan  saham
berdasarkan ketentuan pasar modal® antara lamin
adalah penjualan saham melalul penawaran umum
(iritral prublic offering/go public), penerbitan obligas:
konversi, dan efek lain vang bersilat ekuitas.
Termasuk dalam pengertian im adalah penipaalan
saharm kepada milra strategis (drect placement) bagi
Ferzerc yang telah terdaftar di bursa,

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjualan saham langsung
kepada mvestor”™ adalah penjualan saham Kepada
mitra strategis (direct placement] atau  kepada
imvestor lainnya termasuk investor nansial. Cara
ini khususz berlaku bagi penjualan saham Persero
yvang belum terdaftar di bursa.

Penawaran Kepada mvestor dalam negen dilakulan
dengan memperhatikan nilal-nulal kemandirian dan
kedaulatan.

Hurufc . ..
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Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "penjualan saham kepada
mangjemen danfatan karnvawan™ adalah penjualan
sebagian besar atau seluruh saham langsung
kepada manajemen |manogement buy out!MBO)
dan/atau Katvawan (employee buy out/EBO} Persern
vang borsangkutan,

Dalam hal manajemen dan/atau karyawan tidak
dapat membeli sebagian besar atan selurah saham,
maka penawaran kKepada manajiemen dan/atan
karrawan dilakukan dengan mempertimbangkan
kemampuan mereka.

Yang dimaksud dengan *“*manajemen” adalah
Direksi.

Angka 135
Pazal 78A
Cukup jelas.
Pazal 7RE

Eencana Privatisasi BUMN dalam tahun anggaran vang
bersanghkutan untuk mementihi targel penerimaan negara
dari hasil Provatisas disertakan delam pengusulan RAPEM
kepada DPR El Dengan demikian persetujuan vang
diberikan oleh DFE Rl atas EAPBN telah termasuk
didalamnya persetyjuan rencana Privatisasi BUMN yang
akan dilaksanakan oleh Permenntah Pusatl.

Angka 136
Cukup jelas.

Anghka 137
Pasal 79
Cukup jelas.

Anghka 138
Pagal B0
Cukup jelas.

Angka 139 . .
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Pasal 831
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Cukup jelas.

Angka 140
Cukup jelas.

Angka 141
Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 142
Pasal 53

Inhapus.

Angka 143
Pasal 84

Dihapua,

Angka 144
Cukup jelas.

Angka 145
Pasal 85
Avat (1)

Yang dimaksud dengan “orang dan/atau badan
hukum vang mempunyal potensi benturan
kepentingan® adalabh meliputy pihak-pihak yang
mempunyal hubungan afiliasi sehagai berikut:

d.

b

SK No 252706 A

hubungan keluarga karena perkawinan dan
keturunan sampal derajat kedus, baik secara
hotizontal mavpun vertikal,

bubungan antara pihak dengan karvawan,
Direktur, atau Dewan Komisatis dari pihak
fersebut;

c. hubungan . ..



Anglka 146
Cukup jelas,

Angka 147
Pasal B&
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£, hubungan antara 2 jdua)] petusahaan i mana
terdapat salu ataw lsah anggota Dhireksi ataw
Dewan Komisans yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik
langsung THAMEHIN tidak langsung,
mengendalikan atau dikendalhkan  olch
porusahaan terschut;

e. hubuyngan antara 2 (dua) perusahaan vang
dikendalikan, baik langsung maupun tidak
langsung, cleh pihak yang sama; atau

[ hubungan antara peruzahaan dan pemegang
saham utama.

Ayat |2)

Kerahasiaan atas informasi dalam program dan
prozes Privatisas meliputl metode preduksi, metode
pengolahan, metode penjualan, atau informasi lam
di bidang teknologi danfatau bizsnis yang memiliki
ailai ekonomi dan tidak diketahui oleh masvarakat
LAmuyam.

Ayvat |3
Cukup jelas.

Hasil Provatisasi yang disctorkan ke kas ncpara adalah
hasil divestast saham milik negara. Sedangkan bagi
penjualan saham bara, hasilnya disetorkan ke kas

perusahaan.

Yang dimaksud denqgan “hasil Poivalisas” adalah hasil
bersih setelah dikuranpi  biaya-biaya pelaksanaan
Privatisasi, HBiaya pelaksanaan Privatigsasi harus
memperhatkan pringip kewajatan, transparansgi, dan
akuntabilitas.

Anpka 148 . . .
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Angka 1458
Pasal 80A
Cukup jelas.

Angka 14%
Cukup jelas.

Angka 150
Cukup jelas.

Angka 151
Pasal 8&B
Cukup jclas.
Pasal 36C
Cukup jelas.
Pasal BaD
Culiup jelas.

Angka 132
Cukup jelas.

Angka 1533

Pasal BEE

Cukup jelas.
Fasal 86F

Cukup jelas.
Pasal 855G

Cukup jelas,
Pasal 86H

Cukup jelas.
Pasal 861

Cukup jelas,
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Fasal 86.J

Cukup jclas.
Pazal BHK

Culaup jelas.
Fasal 86L

Dalam Peraturan Peme=nntah diatur antara lain mengenai
tata cara likuidasi, urutan pembayaran dan penpgunaan
aset yang dilikuidasi, serta perlakvan atas sisa hasil
litacdasi.

Angka 1534
Cukup jelas.

Angks 155
Paszal 86M
Cukup jelas.

Angka 156
Cukup jelas.

Angka 137
Paszal 87
Cukup jelas.

Angka 158
Pasal 87A

Cukup jelas.
Pasal 87B

Cukup jelas.

Angka 129
Cukup jelas.

Angka 160, _ .

SK No 252703 A



PRESIBEMN
REPUEBLIK (MDONZS1A

- 57 -

Angka 16t
Pasal 37C

Ayat [1}

Cukup jelas.
Ayat {2}

Cukup jclas.
Ayat {3)

Cukup jclas.
Ayat [4)

Cukup jelas.
Ayat {3)

Pendanaan atas semue biayva yang telah dikeluarkan
olehh BUMN dan Anak Usaha BUMN termasuk
matgin yvang diharapkan sepanjang dalam tingkat
Kewajaran sesual  dengan  penugasan yYang
diberikan.

Pelaksanaan penugasan khusus oleh BUMN dan
Anak Usaha BUMN  termasuk  memberikan
dukungan dalam bentuk penyertaan modal negara,
pinjacnan, pergarmunan Pemerintah Pusat,  atau
dukungan lamnya.

Ayat {6}
Cukup jelas.
Ayat {7)
Cukup jelas.
Pasal 87D
Cukup jelas.

Abngka 161
Cukup jelas.

Angka 162 . ..
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Angka 162
Pasal B7E
Cukup jelas.

Angka 163
Cukup jelas.

Angka 164
Pasal 87F
Cukup jclas.,

Angka 165
Pasal 88
Dihapus.

Angka 166
Cukup jelas.

Atgka 167
Pasal 90
Dihapus.

Angka 165
Pasal 93
Cukup jclas.

Angka 169
Pasal 533A

Cukup jelas.

Angka 170
Pazal 94
Cukup jelas.
Angka 171 . _ .
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Anghka 171

FPazal 944
Culup jelas.

Fazal 04B
Catkup jelas.

Paszal II

Cukup jelas.
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